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KATA PENGANTAR 
 

 

 Puji dan syukur kami panjatkan atas kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa 

karena berkat rahmat dan hidayah-Nya kami dapat menyelesaikan bahan Rencana Kerja 

(RENJA) Tahun 2022 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.  

Tulisan sederhana ini berisi gambaran umum pengelolaan Sumber Daya Manusia 

Pegawai Negeri Sipil yang ada di Kota Bontang sesuai penyelenggaraan tugas dan fungsi 

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bontang, hasil 

evaluasi kerja Tahun 2020, tujuan dan sasaran program dan kegiatan pada rencana kerja 

tahun 2020-2021. 

Mengingat Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2022 Badan Kepegawaian dan 

Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bontang ini dipergunakan sebagai salah satu 

bahan untuk Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) dalam menyusun 

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang berfungsi sebagai Dokumen Perencanaan 

Daerah Kota Bontang Tahun 2022, maka kami menyadari masih terdapat banyak 

kekurangan. Untuk kesempurnaannya, saran, pendapat dan kritik yang sifatnya 

membangun sangat kami harapkan. 

Akhirnya, besar harapan kami semoga informasi singkat pada tulisan ini dapat 

memberikan manfaat sebaik-baiknya. Terima Kasih. 

 

 

 

Bontang, 7 Juli 2021 

KEPALA, 
 
 
 
Drs. SUDI PRIYANTO, M.Si 
Pembina Utama Muda 
NIP 197412251993031002 
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BAB I 

P E N D A H U L U A N 
 

 

1.1 LATAR BELAKANG  

Berlakunya Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional (UU-SPPN) serta Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 

yang disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang 

Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah 

membawa konsekuensi bahwa Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah wajib 

menyiapkan Rencana Strategis Perangkat Daerah sesuai dengan Tugas Pokok dan 

Fungsinya dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah (RPJMD) yang selanjutnya dijabarkan dalam bentuk Rencana Kerja (Renja). 

 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara 

Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi 

Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 

Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara 

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah menyatakan 

bahwa salah satu tahap yang harus dilalui dalam proses penyusunan rencana 

pembangunan daerah adalah penyusunan Rencana Kerja (Renja) PD. Setiap daerah 

harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, 

terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang 

perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah 

maupun perencanaan tahunan. Untuk setiap daerah (kabupaten/kota) harus 

menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah 

Daerah (RKPD). 

Sementara itu sesuai dengan pasal 7 UU Nomor 25 tahun 2004 juga 

mewajibkan setiap Perangkat Daerah membuat dan memiliki dokumen Renja, yang 

disusun dengan berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan mengacu 

kepada RKPD. Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) adalah dokumen 

perencanaan tahunan Pemerintah Daerah merupakan penjabaran dari Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), mengacu pada Rencana Kerja 

Pemerintah (RKP) dan RKPD Provinsi. 
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Sesuai amanat tersebut maka Badan Kepegawaian dan Pengembangan 

Sumber Daya Manusia Kota Bontang sebagai Perangkat Daerah menyusun Rencana 

Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bontang 

Tahun 2022. Renja merupakan dokumen rencana pembangunan Perangkat Daerah 

yang berjangka waktu 1 (satu) tahun guna mengoperasionalkan RKPD yang 

disertai dengan upaya mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja 

pelayanan masyarakat yang sudah dicapai oleh Perangkat Daerah sesuai dengan 

tugas pokok dan fungsinya. 

PERDA Kota Bontang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 menetapkan visi Kota Bontang Tahun 

2021-2026 adalah “Terwujudnya Kota Bontang yang Lebih Hebat dan Beradab”. 

Misi RPJMD yang berkaitan dengan tugas Badan Kepegawaian dan Pengembangan 

Sumber Daya Manusia Kota Bontang adalah “Kota Bontang yang Berdaya Saing dan 

Sejahtera melalui Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia”. 

Arahan strategik agenda misi pembangunan ini dalam mendukung pencapaian visi 

adalah dengan mengarahkan fokus pembangunan pada peningkatan kualitas 

sumber daya manusia yang lebih berdaya saing dan unggul. Sehingga dalam 

pencapaian misi ini BKPSDM berfokus pada program ASN Unggul. Keberhasilan 

membangun SDM berdaya saing dan unggul akan menjadi akselerator bagi Kota 

Bontang dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya.  

Rencana Kerja (Renja) BKPSDM Kota Bontang tahun 2022 akan dijadikan 

sebagai pedoman dan rujukan dalam menyusun program dan kegiatan BKPSDM 

Kota Bontang tahun 2022 yang telah ditetapkan pada Prioritas Pembangunan 

Daerah dan mengarah pada pencapaian sasaran-sasaran pembangunan, dimana 

dalam penyusunannya juga memperhatikan program dan kebijakan dari 

Pemerintah Pusat yang dilaksanakan di daerah. 

 

I.2 LANDASAN HUKUM 

Dasar Hukum penyusunan Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan 

Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bontang Tahun 2022 adalah : 

a. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten 

Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, 

dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 

175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) 

sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 
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2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);   

b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4421); 

d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; 

e. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 

Sipil Negara; 

f. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan 

Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah; 

g. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 Tentang 

Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor (4815); 

h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan 

atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 

Pengelolaan Keuangan Daerah; 

i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 

tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan evaluasi Pembangunan 

Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan 

Rencana Kerja Pemerintah Daerah; 

j. Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bontang Tahun 2021-2026; 
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k. Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas 

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 

Perangkat Daerah; 

l. Peraturan Wali Kota Bontang Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja 

Pemerintah Daerah Kota Bontang Tahun 2022. 

 

I.3 MAKSUD DAN TUJUAN 

Rencana Kerja BKPSDM Kota Bontang tahun 2022 dimaksudkan untuk 

menetapkan dokumen perencanaan dengan memuat program dan kegiatan 

Perangkat Daerah yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja Badan Kepegawaian 

dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bontang dalam melaksanakan 

tugas dan fungsinya selama tahun 2022. 

Sedangkan tujuan Rencana Kerja BKPSDM Kota Bontang tahun 2022 adalah 

menyediakan dokumen perencanaan dalam satu tahun yang akan digunakan 

sebagai acuan dalam: 

1. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA). 

2. Merumuskan program dan kegiatan BKPSDM Kota Bontang selama tahun 2022. 

3. Menyediakan acuan dalam menentukan arah kebijakan yang didasarkan pada 

kondisi riil dan perencanaan kedepan. 

4. Sebagai tolok ukur dan bahan evaluasi kinerja BKPSDM Kota Bontang. 

 

I.4 SISTEMATIKA DAN PENULISAN 

BAB I  PENDAHULUAN,  pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum 

penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah yang meliputi latar 

belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika 

penulisan, sehingga substansi pada bab–bab  berikutnya dapat dipahami 

dengan baik. 

 
BAB II  EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN LALU 

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan 

Capaian Renstra Perangkat Daerah, memuat kajian (review) 

terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun 

lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), 

mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu 

penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah disahkan. Selanjutnya 
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dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah 

berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja 

Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya.  

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah, berisikan kajian 

terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan 

indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam IKK sesuai dengan 

Peraturan Pemerintah No. 6 tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah 

Nomor 38 tahun 2007. Jika indikator yang dikaji disesuaikan 

dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah serta 

ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan 

kinerja pelayanan 

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat 

Daerah, berisikan uraian mengenai : Sejauh mana tingkat kinerja 

pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan 

pelayanan Perangkat Daerah, Permasalahan dan hambatan yang 

dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat 

Daerah, dampaknya terhadap capaian visi dan misi kepala daerah, 

terhadap capaian program nasional/internasional, seperti SPM dan 

MDGs (Millenium Development Goalds), Tantangan dan peluang 

serta Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan 

yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program 

dan kegiatan prioritas tahun  yang direncanakan. 

2.4 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat, dalam 

bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/ kegiatan yang 

diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok 

masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, 

perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota 

yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah maupun 

berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah dari 

penelitian lapangan. 

2.5 Review terhadap Rancangan Awal RKPD, Berisikan uraian 

mengenai  Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara 

rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan; Penjelasan 

mengenai alasan proses tersebut dilakukan; Penjelasan temuan-

temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap 

perbedaan dengan rancangan awal RKPD, misalnya: terdapat 
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rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di 

rancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun 

besarannya berbeda; dan Lampirkan tabel berikut, yaitu dari hasil 

pengerjaan di bagian C.1.5 (telaahan terhadap rancangan awal 

RKPD) Tabel.T-VI.C.7.  

 

BAB III TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM/KEGIATAN 

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional, telaahan terhadap 

kebijakan nasional dan sebagaimana maksud, yaitu penelaahan 

yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan 

nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat 

Daerah 

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah, perumusan tujuan 

dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting 

penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan 

dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah 

3.3 Program dan Kegiatan, berisikan penjelasan mengenai : faktor-

faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan 

program dan kegiatan, rekapitulasi program dan kegiatan serta 

penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan 

rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, 

maupun kombinasi keduanya 

 

BAB IV PENUTUP, menguraikan tentang catatan penting yang perlu mendapat 

perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya 

ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah 

pelaksanaannya serta rencana tindak lanjut. 
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BAB II 

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BADAN KEPEGAWAIAN DAN 

PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA BONTANG 

TAHUN 2020 

 

 

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BADAN KEPEGAWAIAN DAN 

PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA BONTANG TAHUN 2020 

DAN CAPAIAN RENSTRA  BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN 

SUMBER DAYA MANUSIA KOTA BONTANG  

Proses penyusunan suatu perencanaan erat kaitannya dengan proses 

evaluasi. Dari hasil evaluasi dapat teridentifikasi dua hal yaitu sejauhmana proses 

perencanaan pembangunan dilaksanakan oleh seluruh Perangkat Daerah dan 

permasalahan-permasalahan yang menghambat pelaksanaan perencanaan 

pembangunan tersebut. Hasil evaluasi tersebut sangat penting sebagai bahan 

masukan untuk menentukan kebijakan perencanaan pembangunan pada tahun 

yang akan datang. 

Rencana Strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya 

Manusia (review) Kota Bontang Tahun 2016-2021 yang memuat indikator 

keberhasilan suatu proses perencanaan pembangunan untuk kurun waktu 5 (lima) 

tahun, dijadikan tolok ukur untuk menilai sejauhmana perencanaan pembangunan 

telah dilaksanakan. Renstra tersebut juga merupakan panduan BKPSDM selaku 

Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Bontang.  

Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja (RENJA) BKPSDM Kota Bontang 

ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja 

Sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh BKPSDM Kota 

Bontang selama tahun 2021 dan perkiraan target tahun 2021-2022. 
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TABEL 2.1 
REKAPITULASI HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH s.d. TAHUN 2021 

KOTA BONTANG 

 

 

 

 

 

 

Target Realisasi
Tingkat 

Realisasi (%)
Realisasi Capaian

Tingkat 

Capaian (%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11 12

05 PENINGKATAN KAPASITAS 

SUMBER DAYA APARATUR

Persentase kelulusan 

peserta diklat

100%

05.01 Pendidikan dan pelatihan formal Jumlah kursus 

singkat/pelatihan/sosialisasi/

bimtek yang diikuti sesuai 

tupoksi

59 kali 28 kali 10 kali 1 kali 10% 8 kali 37 kali 63%

05.21 Pendidikan dan pelatihan 

character building

Jumlah peserta Diklat 

Character Building

457 orang 199 orang 55 orang 0 orang 0% 199 orang 44%

16 PENINGKATAN KAPASITAS 

SUMBER DAYA APARATUR

Persentase kelulusan 

peserta diklat

100%

16.01 Pendidikan dan pelatihan 

prajabatan bagi calon PNS 

Daerah

Jumlah peserta diklat Pra 

Jabatan

300 orang 131 orang 55 orang 55 orang 100% 186 orang 62% Renja 2021: 

Penyelenggaraan 

Pengembangan 

Kompetensi

Bagi Pimpinan 

Daerah, Jabatan 

Pimpinan

Tinggi, Jabatan 

Fungsional, 

Kepemimpinan, dan

Prajabatan

Kode

Urusan/Bidang Urusan 

Pemerintahan Daerah dan 

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program 

(outcome)/ Kegiatan 

(output)

Target Capaian Kinerja 

Renstra PD Tahun 2021 

(Akhir Periode Renstra 

PD)

Realisasi Target 

Kinerja Hasil 

Program dan 

Keluaran Kegiatan 

s.d. Tahun 2019

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran 

Kegiatan PD Tahun 2020 Target Program/ 

Kegiatan Renja PD 

2021

Perkiraan Realisasi Capaian Target 

Program/Kegiatan Renstra PD s.d. 

Tahun 2021
Keterangan
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Target Realisasi
Tingkat 

Realisasi (%)
Realisasi Capaian

Tingkat 

Capaian (%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11 12

16.09 Diklat dan sertifikasi pengadaan 

barang dan jasa

Jumlah peserta diklat 

pengadaan barang dan jasa

160 orang - - - - 40 orang 40 orang 25% Renja 2021: 

Penyelenggaraan 

Pengembangan 

Kompetensi

Teknis Umum, Inti, 

dan Pilihan Bagi 

Jabatan

Administrasi 

Penyelenggara 

Urusan

Pemerintahan 

Konkuren, Perangkat 

Daerah

Penunjang, dan 

Urusan Pemerintahan 

Umum

16.14 Diklat purna tugas Jumlah peserta diklat purna 

tugas

120 orang - - - - 120 orang 120 orang 100% Renja 2021: 

Penyelenggaraan 

Pengembangan 

Kompetensi

Teknis Umum, Inti, 

dan Pilihan Bagi 

Jabatan

Administrasi 

Penyelenggara 

Urusan

Pemerintahan 

Konkuren, Perangkat 

Daerah

Penunjang, dan 

Urusan Pemerintahan 

Umum

Kode

Urusan/Bidang Urusan 

Pemerintahan Daerah dan 

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program 

(outcome)/ Kegiatan 

(output)

Target Capaian Kinerja 

Renstra PD Tahun 2021 

(Akhir Periode Renstra 

PD)

Realisasi Target 

Kinerja Hasil 

Program dan 

Keluaran Kegiatan 

s.d. Tahun 2019

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran 

Kegiatan PD Tahun 2020 Target Program/ 

Kegiatan Renja PD 

2021

Perkiraan Realisasi Capaian Target 

Program/Kegiatan Renstra PD s.d. 

Tahun 2021
Keterangan
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Target Realisasi
Tingkat 

Realisasi (%)
Realisasi Capaian

Tingkat 

Capaian (%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11 12

16.18 Diklat perencanaan strategik Jumlah peserta perencanaan 

strategik

80 orang - - - - 80 orang - 0% Renja 2021: 

Penyelenggaraan 

Pengembangan 

Kompetensi

Teknis Umum, Inti, 

dan Pilihan Bagi 

Jabatan

Administrasi 

Penyelenggara 

Urusan

Pemerintahan 

Konkuren, Perangkat 

Daerah

Penunjang, dan 

Urusan Pemerintahan 

Umum

16.28 Kajian kebutuhan pendidikan dan 

pelatihan di lingkungan 

pemerintah kota Bontang

Jumlah Perangkat Daerah 

yang dilakukan kajian

35 PD - - - - 1 dokumen - 0% Renja 2021: 

Penyusunan Kebijakan 

Teknis Dan Rencana 

Pengembangan 

Kompetensi Teknis 

Umum, Inti, dan 

Pilihan Bagi Jabatan 

Administrasi 

Penyelenggara 

Urusan Pemerintahan 

Konkuren,

Perangkat Daerah 

Penunjang, dan 

Urusan Pemerintahan 

Umum

16.53 Diklat pra tugas bagi CPNS 

Daerah

Jumlah peserta diklat Pra 

Tugas

300 orang 186 orang - - - - 0%

Kode

Urusan/Bidang Urusan 

Pemerintahan Daerah dan 

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program 

(outcome)/ Kegiatan 

(output)

Target Capaian Kinerja 

Renstra PD Tahun 2021 

(Akhir Periode Renstra 

PD)

Realisasi Target 

Kinerja Hasil 

Program dan 

Keluaran Kegiatan 

s.d. Tahun 2019

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran 

Kegiatan PD Tahun 2020 Target Program/ 

Kegiatan Renja PD 

2021

Perkiraan Realisasi Capaian Target 

Program/Kegiatan Renstra PD s.d. 

Tahun 2021
Keterangan
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Target Realisasi
Tingkat 

Realisasi (%)
Realisasi Capaian

Tingkat 

Capaian (%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11 12

16.58 Pemberian bantuan tugas belajar 

dan ikatan dinas

Jumlah PNS yang mengikuti 

program tugas belajar 

99 orang 26 orang 9 orang 1 orang 11% 14 orang 41 orang 41% Renja 2021: 

Pengelolaan 

Pendidikan Lanjutan 

ASN 

16.60 Diklat jabatan fungsional Jumlah peserta diklat jabatan 

fungsional

28 orang 2 orang 3 orang 26 orang 867% 6 orang 34 orang 121% Renja 2021: 

Penyelenggaraan 

Pengembangan 

Kompetensi

Bagi Pimpinan 

Daerah, Jabatan 

Pimpinan

Tinggi, Jabatan 

Fungsional, 

Kepemimpinan, dan

Prajabatan

16.61 Diklat akuntansi berbasis akrual Jumlah peserta diklat 

akuntansi berbasis akrual

60 orang 30 orang - - - 30 orang 50%

Pendidikan dan pelatihan 

perhitungan angka kredit JFT

Jumlah peserta diklat 

perhitungan angka kredit JFT

80 orang 46 orang - - - 46 orang 58%

16.63 Pendidikan dan pelatihan 

struktural bagi ASN daerah

Jumlah peserta diklat 

struktural bagi ASN Daerah

142 orang 84 orang 25 orang 15 orang 60% 121 orang 220 orang 155% Renja 2021: 

Penyelenggaraan 

Pengembangan 

Kompetensi

Bagi Pimpinan 

Daerah, Jabatan 

Pimpinan

Tinggi, Jabatan 

Fungsional, 

Kepemimpinan, dan

Prajabatan

Pendidikan dan pelatihan analisa 

kebutuhan diklat

Jumlah peserta diklat analisa 

kebutuhan diklat

40 orang - - - - - 0%

Diklat penatausahaan aset 

daerah

Jumlah peserta Diklat 

penatausahaan aset daerah

40 orang - - - - - 0%

Kode

Urusan/Bidang Urusan 

Pemerintahan Daerah dan 

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program 

(outcome)/ Kegiatan 

(output)

Target Capaian Kinerja 

Renstra PD Tahun 2021 

(Akhir Periode Renstra 

PD)

Realisasi Target 

Kinerja Hasil 

Program dan 

Keluaran Kegiatan 

s.d. Tahun 2019

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran 

Kegiatan PD Tahun 2020 Target Program/ 

Kegiatan Renja PD 

2021

Perkiraan Realisasi Capaian Target 

Program/Kegiatan Renstra PD s.d. 

Tahun 2021
Keterangan
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Target Realisasi
Tingkat 

Realisasi (%)
Realisasi Capaian

Tingkat 

Capaian (%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11 12

17 PEMBINAAN DAN 

PENGEMBANGAN APARATUR

Persentase pemenuhan 

kebutuhan aparatur sesuai 

dengan formasi

25%

17.02 Seleksi Penerimaan Calon PNS Jumlah peserta seleksi 

penerimaan CPNS

1000 orang 2117 orang - - - 2117 orang 212%

17.85 Seleksi Penerimaan Calon ASN Jumlah peserta seleksi 

penerimaan CASN

6000 orang - 2000 orang - - 2000 orang 2000 orang 33% Renja 2021: 

Penyusunan Analisis 

Kebutuhan, Formasi, 

dan Pelaksanaan 

Pengadaan ASN

17.23 Asistensi dan Penyusunan 

formasi pegawai 

Jumlah dokumen formasi 4 dokumen 2 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 100% 1 dokumen 4 dokumen 100% Renja 2021: 

Penyusunan Analisis 

Kebutuhan, Formasi, 

dan Pelaksanaan 

Pengadaan ASN

17.26 Pelaksanaan pengambilan 

Sumpah/Janji PNS

Jumlah pegawai yang diambil 

sumpah/ janji PNS

386 orang - - - - 200 orang 200 orang 52% Renja 2021: 

Penyusunan Analisis 

Kebutuhan, Formasi, 

dan Pelaksanaan 

Pengadaan ASN

17.27 Pengusulan NIP dan Penyerahan 

SK CPNS

Jumlah NIP dan SK CPNS yang 

keluar

686 SK 186 SK - - - 100 SK 286 SK 42% Renja 2021: 

Penyusunan Analisis 

Kebutuhan, Formasi, 

dan Pelaksanaan 

Pengadaan ASN

Persentase kesesuaian 

jabatan dengan kualifikasi 

dan kompetensinya

70%

17.25 Pengangkatan dan pemindahan 

pegawai struktural dan non 

struktural

Jumlah pegawai yang mengisi 

jabatan sesuai formasi

950 orang 1121 orang 80 orang 580 orang 725% 80 orang 1781 orang 187% Renja 2021: 

Pengembangan Karir 

dan Promosi ASN

17.44 Pelaksanaan assesment pegawai Jumlah peserta yang 

mengikuti penilaian 

kompetensi

400 orang 98 orang 75 orang 51 orang 68% 130 orang 279 orang 70%

Kode

Urusan/Bidang Urusan 

Pemerintahan Daerah dan 

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program 

(outcome)/ Kegiatan 

(output)

Target Capaian Kinerja 

Renstra PD Tahun 2021 

(Akhir Periode Renstra 

PD)

Realisasi Target 

Kinerja Hasil 

Program dan 

Keluaran Kegiatan 

s.d. Tahun 2019

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran 

Kegiatan PD Tahun 2020 Target Program/ 

Kegiatan Renja PD 

2021

Perkiraan Realisasi Capaian Target 

Program/Kegiatan Renstra PD s.d. 

Tahun 2021
Keterangan
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Target Realisasi
Tingkat 

Realisasi (%)
Realisasi Capaian

Tingkat 

Capaian (%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11 12

17.56 Analisa kebijakan pengembangan 

pola karier PNS

Jumlah pembahasan kajian 

pola karier PNS

1 kali 1 kali - - - 1 kajian 100%

Jumlah dokumen kajian 

pengembangan pola karier 

PNS

2 kajian - 1 kajian - - 1 kajian 1 kajian 50%

Jumlah dokumen kajian  

talent pool

1 dokumen 1 dokumen

Persentase SK/petikan 

penghargaan yang 

diterbitkan

100%

17.18 Pelaksanaan penyerahan satya 

lencana karya satya

Jumlah PNS yang menerima 

penghargaan SLKS

750 PNS 971 PNS 300 PNS 352 PNS 117% 250 PNS 1573 PNS 209.73% Renja 2021: 

Penegakan Disiplin, 

Pemberian 

Penghargaan dan 

Perlindungan

Persentase ASN yang 

memiliki kinerja berkategori 

minimal "Baik"

100%

17.85 Monitoring dan evaluasi 

penilaian kerja ASN

Jumlah peserta yang

mengikuti bimtek penilaian

kinerja

62 orang - - - 62 orang 62 orang 100.00% Renja 2021: 

Penegakan Disiplin, 

Pemberian 

Penghargaan dan 

Perlindungan

Jumlah berkas penilaian kerja 

ASN yang dievaluasi dan 

terinput diaplikasi

5600 ASN - 62 ASN 62 ASN 100% 2800 ASN 2862 ASN 51.11% Renja 2021: 

Penegakan Disiplin, 

Pemberian 

Penghargaan dan 

Perlindungan

Persentase penanganan 

kasus ASN

17.09 Proses penanganan kasus-kasus 

Pelanggaran Disiplin dan Ijin 

Perceraian

Jumlah pembahasan terkait 

berkas kasus yang masuk dari 

Perangkat Daerah

15 kali 16 kali 5 kali 9 kali 180% 6 kali 31 kali 206.67% Renja 2021: 

Pembinaan Disiplin 

ASN

17.15 Monitoring, Evaluasi dan 

Pelaporan

Jumlah laporan monitoring 

evaluasi

10 laporan 7 kali 2 kali 2 laporan 100% 2 laporan 11 laporan 110.00% Renja 2021: 

Penegakan Disiplin, 

Pemberian 

Penghargaan dan 

Perlindungan

Kode

Urusan/Bidang Urusan 

Pemerintahan Daerah dan 

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program 

(outcome)/ Kegiatan 

(output)

Target Capaian Kinerja 

Renstra PD Tahun 2021 

(Akhir Periode Renstra 

PD)

Renja 2021: 

Penyusunan Pedoman 

Pola Pengembangan 

Karier

Realisasi Target 

Kinerja Hasil 

Program dan 

Keluaran Kegiatan 

s.d. Tahun 2019

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran 

Kegiatan PD Tahun 2020 Target Program/ 

Kegiatan Renja PD 

2021

Perkiraan Realisasi Capaian Target 

Program/Kegiatan Renstra PD s.d. 

Tahun 2021
Keterangan
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Target Realisasi
Tingkat 

Realisasi (%)
Realisasi Capaian

Tingkat 

Capaian (%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11 12

Persentase data 

kepegawaian yang di 

Update

75%

17.05 Pengembangan sistem informasi 

kepegawaian daerah

Pembangunan aplikasi 

kepegawaian berbasis 

android

4 modul 4 modul - - - 4 modul 100.00%

Pengembangan aplikasi 

kepegawaian

4 modul - - - - 1 modul 1 modul 25.00%

17.28 Dokumentasi Informasi 

Kepegawaian

Jumlah layanan kepegawaian 

dalam bentuk cetak

1 jenis 2 jenis 1 jenis 1 jenis 100% 1 jenis 1 jenis 100.00%

17.74 Pembangunan Aplikasi e-

Takah Kepegawaian

3 modul 3 modul - - - 3 modul 100.00%

Pengembangan Aplikasi e-

Takah Kepegawaian

3 modul - - - - 0.00%

17.83 Peremajaan/Pemeliharaan data 

SAPK (Sistem Aplikasi Pelayanan 

Kepegawaian)

Jumlah rekonsiliasi data 

kepegawaian

10 periode 6 periode 2 periode 2 periode 100% 2 periode 10 periode 100.00%

Persentase peningkatan 

karier pegawai

95%

17.13 Pelaksanaan penyesuaian ijazah Jumlah peserta yang 

mengikuti Ujian Penyesuaian 

Ijazah

30 orang - - - - 100 orang 100 orang 333.33%

17.43 Pelaksanaan Ujian Dinas Jumlah PNS yang mengikuti 

ujian dinas

377 orang 155 orang - - - 292 orang 447 orang 118.57%

Kode

Urusan/Bidang Urusan 

Pemerintahan Daerah dan 

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program 

(outcome)/ Kegiatan 

(output)

Target Capaian Kinerja 

Renstra PD Tahun 2021 

(Akhir Periode Renstra 

PD)

Renja 2021: 

Pengembangan 

Sistem Informasi 

Manajemen ASN dan 

Manajemen Naskah 

dan Dokumen

ASN

Renja 2021: 

Pengelolaan Kenaikan 

Pangkat ASN 

Pengembangan dan 

pemeliharaan database informasi 

tata naskah digital kepegawaian 

online

Realisasi Target 

Kinerja Hasil 

Program dan 

Keluaran Kegiatan 

s.d. Tahun 2019

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran 

Kegiatan PD Tahun 2020 Target Program/ 

Kegiatan Renja PD 

2021

Perkiraan Realisasi Capaian Target 

Program/Kegiatan Renstra PD s.d. 

Tahun 2021
Keterangan
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Target Realisasi
Tingkat 

Realisasi (%)
Realisasi Capaian

Tingkat 

Capaian (%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11 12

Persentase rekapitulasi 

perhitungan tunjangan 

kesejahteraan pegawai

100%

17.71 Pengembangan dan 

Pemeliharaan Jaringan e-absensi 

online

Jumlah unit kerja yang 

dilakukan pemeliharaan dan 

pengembangan absensi 

online

 206 unit kerja; 1 paket 

aplikasi yang terintegrasi 

absensi dan kinerja 

96 unit kerja - - - 48 kali 144 unit kerja 69.90% Renja 2021: 

Penegakan Disiplin, 

Pemberian 

Penghargaan dan 

Perlindungan

17.80 Evaluasi dan Pembahasan 

Kesejahteraan Pegawai

Jumlah dokumen evaluasi 

dan pembahasan 

kesejahteraan pegawai

6 dokumen 4 dokumen 1 dokumen 0 dokumen 0% 1 dokumen 5 dokumen 83.33% Renja 2021: 

Penegakan Disiplin, 

Pemberian 

Penghargaan dan 

Perlindungan

Persentase ASN yang 

terlayani sesuai ketentuan

100%

17.46 Pengusulan Pemberhentian PNS Jumlah usulan berkas 

pemberhentian pegawai

150 berkas 133 berkas 25 berkas 48 berkas 192% 44 berkas 225 berkas 150% Renja 2021: 

Pelaksanaan Proses 

Pemberhentian 

Pegawai

17.35 Proses Administrasi Mutasi 

Pegawai

Jumlah pegawai yang 

menerima SK pemindahan 

dan penempatan pegawai

80 pegawai 44 pegawai 20 pegawai 19 pegawai 95% 20 berkas 83 pegawai 103.75% Renja 2021: 

Pengelolaan Mutasi 

ASN

17.41 Pengusulan kartu status pegawai Jumlah kartu status pegawai 

yang selesai

600 kartu 237 kartu 186 kartu 354 kartu 190% 591 kartu 98.50%

17.22 Pengusulan dan penyerahan 

kenaikan pangkat PNS

Jumlah usulan berkas 

kenaikan pangkat

3100 berkas 1843 berkas 600 berkas 482 berkas 80% 600 berkas 2925 berkas 94.35% Renja 2021: 

Pengelolaan Kenaikan 

Pangkat ASN 

Persentase peserta yang 

mengikuti rapat koordinasi 

kepegawaian sesuai target 

100%

17.45 Rapat Koordinasi Kepegawaian Jumlah pelaksanaan kegiatan 4 kali 2 kali 1 kali 1 kali 100% 1 kali 4 kali 100% Renja 2021: 

Sosialisasi Peraturan 

Perundang-Undangan

Kode

Urusan/Bidang Urusan 

Pemerintahan Daerah dan 

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program 

(outcome)/ Kegiatan 

(output)

Target Capaian Kinerja 

Renstra PD Tahun 2021 

(Akhir Periode Renstra 

PD)

Realisasi Target 

Kinerja Hasil 

Program dan 

Keluaran Kegiatan 

s.d. Tahun 2019

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran 

Kegiatan PD Tahun 2020 Target Program/ 

Kegiatan Renja PD 

2021

Perkiraan Realisasi Capaian Target 

Program/Kegiatan Renstra PD s.d. 

Tahun 2021
Keterangan
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Target Realisasi
Tingkat 

Realisasi (%)
Realisasi Capaian

Tingkat 

Capaian (%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11 12

25 Peningkatan kapasitas lembaga 

Korps Pegawai Republik 

Indonesia (KORPRI)

Persentase keikutsertaan 

ASN dalam kegiatan HUT 

Korpri

50%

25.09 Perayaan HUT Korpri Jumlah kegiatan 5 kegiatan 2 kegiatan (upacara 

dan lomba 

tradisional)

1 kali 1 kali 100% 500 orang 4 kegiatan 80% Renja 2021: Fasilitasi 

Kelembagaan Profesi 

ASN (Korpri dan 

Lembaga Profesi ASN 

Lainnya)

01 PROGRAM PELAYANAN 

ADMINISTRASI PERKANTORAN

Persentase layanan 

kebutuhan perkantoran 

yang terpenuhi

100%

01.01 Penyediaan Jasa Surat menyurat Jumlah surat yang dikirim 600 surat 326 surat 150 surat 69 surat 46% 150 surat 545 surat 91%

Jumlah materai yang tersedia 3750 lembar 2550 lembar 1250 lembar 1250 lembar 100% 1000 lembar 4800 lembar 128%

01.02 Penyediaan Jasa Komunikasi 

Sumber Daya Air dan Listrik

Pemenuhan layanan 

komunikasi kantor                      

60 bulan 36 bulan 12 bulan 12 bulan 100% 12 bulan 60 bulan 100%

01.06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan 

Perizinan Kendaraan 

Dinas/Operasional

Jumlah perizinan kendaraan 

dinas/operasional

11 unit kendaraan roda 

dua dan 5 unit 

kendaraan roda empat 

11 unit kendaraan 

roda dua dan 5 unit 

kendaraan roda 

empat 

11 unit kendaraan 

roda dua dan 5 unit 

kendaraan roda 

empat 

11 unit kendaraan 

roda dua dan 5 unit 

kendaraan roda 

empat 

100% 12 unit kendaraan 

roda dua dan 5 unit 

kendaraan roda 

empat

12 unit kendaraan 

roda dua dan 5 

unit kendaraan 

roda empat

106%

01.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor
Alat tulis kantor yang 

dibutuhkan

14 jenis 29 jenis 14 jenis 14 jenis 100% 14 jenis 14 jenis 100% Renja 2021: 

Penyediaan Peralatan 

dan Perlengkapan 

Kantor

01.11 Penyediaan Barang Cetakan dan 

Penggandan

Jumlah jenis barang cetakan 

& penggandaan yang 

dibutuhkan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

12 jenis 14 jenis 13 jenis 10 jenis 77% 13 jenis 14 jenis 117%

01.13 Penyediaan Peralatan dan 

Perlengkapan Kantor

Jumlah jenis peralatan dan 

Perlengkapan kantor yang 

dibutuhkan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

3 jenis 4 jenis - - - 3 jenis 3 jenis 100%

01.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan 

Peraturan Perundang-undangan

Bahan Bacaan kantor yang 

dibutuhkan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

36 bulan 12 bulan - - - 12 bulan 24 bulan 67%

01.16 Penyediaan Bahan Logistik 

Kantor

Jumlah jenis bahan logistik 

kantor yang dibutuhkan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

7 jenis 37 jenis 7 jenis 7 jenis 100% 7 jenis 7 jenis 100%

Kode

Urusan/Bidang Urusan 

Pemerintahan Daerah dan 

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program 

(outcome)/ Kegiatan 

(output)

Target Capaian Kinerja 

Renstra PD Tahun 2021 

(Akhir Periode Renstra 

PD)

Realisasi Target 

Kinerja Hasil 

Program dan 

Keluaran Kegiatan 

s.d. Tahun 2019

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran 

Kegiatan PD Tahun 2020 Target Program/ 

Kegiatan Renja PD 

2021

Perkiraan Realisasi Capaian Target 

Program/Kegiatan Renstra PD s.d. 

Tahun 2021
Keterangan
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Target Realisasi
Tingkat 

Realisasi (%)
Realisasi Capaian

Tingkat 

Capaian (%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11 12

01.17 Penyediaan Makanan dan 

Minuman

Makanan dan minuman 

rapat, tamu & kegiatan yang 

dibutuhkan                             

3 paket 3 paket 3 paket 100%

Jumlah kotak snack 7500 kotak 2400 kotak 2100 kotak 88% 2000 kotak/ 1000 

porsi

4400 kotak 59%

Jumlah kotak makan 6900 kotak 2000 kotak 557 kotak 28% 800 kotak/ 600 

porsi

2800 kotak 41%

Jumlah porsi makan minum 

tamu

300 porsi 100 porsi 58 porsi 58% 90 porsi 190 porsi 63%

01.18 Rapat-rapat Koordinasi dan 

Konsultasi Keluar Daerah

Jumlah perjalanan dinas yang 

dilakukan                     

820 kali 625 kali 71 kali 156 kali 220% 71 kali 852 kali 104%

01.19 Penyediaan Jasa Tenaga 

Administrasi/Teknis Perkantoran

Jasa pegawai Non PNS 5 orang 5 orang 7 orang 7 orang 100% 7 orang 7 orang 140% Renja 2021: 

Penyediaan Jasa Adm. 

Keuangan

02 PROGRAM PENINGKATAN 

SARANA DAN PRASARANA 

APARATUR

Persentase aset Perangkat 

Daerah yang layak pakai

100%

02.05 Pengadaan Kendaraan 

Dinas/Operasional

Jumlah kendaraan 

dinas/operasional yang 

dibutuhkan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 6 unit kendaraan roda 

dua dan 1 unit 

kendaraan roda empat 

- 1 unit kendaraan 

roda dua

1 unit kendaraan 

roda dua

100% 1 unit kendaraan 

roda empat

2 unit kendaraan 

roda empat

29%

02.21 Pemeliharaan Rutin/Berkala 

Gedung Kantor

Pemeliharaan gedung kantor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         8 kali 2 kali

02.23 Pemeliharaan Rutin/Berkala 

Kendaraan Dinas/Operasional

Jumlah kendaraan 

dinas/operasional yang 

dilakukan pemeliharaan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

11 unit kendaraan roda 

dua dan 5 unit 

kendaraan roda empat

11 unit kendaraan 

roda dua dan 5 unit 

kendaraan roda 

empat

12 unit kendaraan 

roda dua dan 5 unit 

kendaraan roda 

empat

12 unit kendaraan 

roda dua dan 5 unit 

kendaraan roda 

empat

100% 12 unit kendaraan 

roda dua dan 5 unit 

kendaraan roda 

empat

12 unit kendaraan 

roda dua dan 5 

unit kendaraan 

roda empat

106.25%

02.27 Pemeliharaan Rutin/Berkala 

Peralatan Gedung Kantor

Jumlah jenis pemeliharaan 

peralatan gedung kantor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

11 jenis 14 jenis 9 jenis 9 jenis 100% 9 jenis 14 jenis 127.27%

Jumlah jenis 

02.53 Pengadaan Peralatan dan 

Perlengkapan Gedung Kantor 

Jumlah jenis barang 

inventaris yang diadakan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

11 jenis 11 jenis 11 jenis 14 jenis 127% 5 jenis 11 jenis 100.00% Renja 2021: 

Pengadaan Peralatan 

Gedung Kantor

Kode

Urusan/Bidang Urusan 

Pemerintahan Daerah dan 

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program 

(outcome)/ Kegiatan 

(output)

Target Capaian Kinerja 

Renstra PD Tahun 2021 

(Akhir Periode Renstra 

PD)

Realisasi Target 

Kinerja Hasil 

Program dan 

Keluaran Kegiatan 

s.d. Tahun 2019

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran 

Kegiatan PD Tahun 2020 Target Program/ 

Kegiatan Renja PD 

2021

Perkiraan Realisasi Capaian Target 

Program/Kegiatan Renstra PD s.d. 

Tahun 2021
Keterangan
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Target Realisasi
Tingkat 

Realisasi (%)
Realisasi Capaian

Tingkat 

Capaian (%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11 12

03 PROGRAM PENINGKATAN 

DISIPLIN APARATUR

Persentase pengadaan 

pakaian sesuai ketentuan

100%

03.02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta 

Perlengkapannya

Jumlah pakaian dinas beserta 

perlengkapannya                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

180 stel 55 stel 51 stel 93% 55 stel 106 stel 58.89%

03.05 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-

Hari Tertentu

Jumlah seragam lengkap                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   180 stel 51 stel 51 stel 60 stel 111 stel 61.67%

03.08 Peningkatan Kinerja Aparatur Jumlah aparatur negeri sipil                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   47 orang 47 orang - - -

10 PROGRAM PENYEBARLUASAN 

INFORMASI PEMBANGUNAN 

DAERAH

Persentase penyebarluasan 

informasi kepegawaian

100%

10.01 Pelaksanaan Pameran 

Pembangunan

Jumlah kegiatan pameran 

dan Bontang City Carnival

6 kegiatan 3 kegiatan - - -

06 PROGRAM PENINGKATAN 

PENGEMBANGAN SISTEM 

PELAPORAN CAPAIAN KINERJA 

DAN KEUANGAN

Nilai akuntabilitas kinerja BB

Penyusunan Laporan Capaian 

Kinerja dan Ikhtisar Realisasi 

Kinerja Perangkat Daerah

Jumlah laporan capaian 

kinerja                                       

5 dokumen

06.02 Penyusunan Laporan Keuangan 

Semesteran dan Prognosis 

Realisasi Anggaran

Jumlah laporan keuangan 

semesteran & prognosis PD                    

5 dokumen

06.04 Penyusunan Laporan Keuangan 

Akhir Tahun

Jumlah laporan keuangan                              5 dokumen

06.10 Penyusunan Renja SKPD Jumlah dokumen Renja 

Perangkat Daerah                                      

10 dokumen

Kode

Urusan/Bidang Urusan 

Pemerintahan Daerah dan 

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program 

(outcome)/ Kegiatan 

(output)

Target Capaian Kinerja 

Renstra PD Tahun 2021 

(Akhir Periode Renstra 

PD)

Realisasi Target 

Kinerja Hasil 

Program dan 

Keluaran Kegiatan 

s.d. Tahun 2019

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran 

Kegiatan PD Tahun 2020 Target Program/ 

Kegiatan Renja PD 

2021

Perkiraan Realisasi Capaian Target 

Program/Kegiatan Renstra PD s.d. 

Tahun 2021
Keterangan
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Target Realisasi
Tingkat 

Realisasi (%)
Realisasi Capaian

Tingkat 

Capaian (%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11 12

06.11 Penyusunan Laporan Kinerja 

Instansi Pemerintah

Jumlah laporan kinerja 

instansi pemerintah           

5 dokumen

06.13 Penyusunan Renstra SKPD Jumlah dokumen Renstra 

Perangkat Daerah                     

1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 100%

06.30 Review Renstra Perangkat 

Daerah

Jumlah dokumen review 

Renstra Perangkat Daerah                        

1 dokumen

01 PROGRAM PENUNJANG 

URUSAN PEMERINTAHAN 

DAERAH

Persentase penunjang 

urusan pemerintah daerah

01 2.02 Administrasi Keuangan

01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan 

ASN

Jumlah ASN yang menerima

gaji dan tunjangan

48 orang 48 orang 48 orang 100%

Kode

Urusan/Bidang Urusan 

Pemerintahan Daerah dan 

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program 

(outcome)/ Kegiatan 

(output)

Target Capaian Kinerja 

Renstra PD Tahun 2021 

(Akhir Periode Renstra 

PD)

Realisasi Target 

Kinerja Hasil 

Program dan 

Keluaran Kegiatan 

s.d. Tahun 2019

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran 

Kegiatan PD Tahun 2020 Target Program/ 

Kegiatan Renja PD 

2021

Perkiraan Realisasi Capaian Target 

Program/Kegiatan Renstra PD s.d. 

Tahun 2021
Keterangan
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Evaluasi Program Tahun 2020 
 

Anggaran murni BKPSDM Kota Bontang Tahun 2020 sebesar Rp 

4.271.172.318,00 setelah mengalami perubahan naik menjadi Rp 5.429.689.056,00. 

Pada anggaran murni terdapat 6 program 36 kegiatan, setelah mengalami perubahan 

menjadi 6 program 32 kegiatan. Dari jumlah anggaran perubahan sebesar Rp 

5.429.689.056,00 terealisasi sebesar  Rp 5.334.766.655,00 atau sebesar 98,25% dan 

capaian kinerja fisik sebesar 100%. 

Pada Tahun 2020 terdapat refocussing anggaran dalam rangka penanganan Covid-19. 

Berikut adalah kegiatan-kegiatan yang dihapus karena adanya refocussing anggaran:  

1. Pendidikan dan Pelatihan Formal 

2. Pengusulan Kartu Status Pegawai 

3. Peremajaan/Pemeliharaan Data SAPK (Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian) 

4. Monitoring dan Evaluasi Penilaian Kerja Pegawai 

5. Perayaan HUT Korpri 

 

Pada anggaran perubahan terdapat kegiatan-kegiatan yang dianggarkan kembali 

setelah direfocussing  sebagai berikut: 

1. Pendidikan dan Pelatihan Formal 

2. Perayaan HUT Korpri 

 

Kegiatan yang dihapus pada anggaran perubahan sebagai berikut: 

1. Pengusulan Kartu Status Pegawai 

2. Peremajaan/Pemeliharaan Data SAPK (Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian) 

3. Monitoring dan Evaluasi Penilaian Kerja Pegawai 

4. Analisa Kebijakan Pengembangan Pola Karier PNS 
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 Penyerapan anggaran terendah yaitu pada kegiatan:  

1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 

Perizinan kendaraan telah dilaksanakan untuk semua kendaraan 

dinas/operasional yaitu 12 unit kendaraan roda dua dan 5 unit kendaraan roda 

empat (100%).  Namun, realisasi anggaran 57,53% dikarenakan efisiensi 

penggunaan anggaran. 

 

Perkiraan pencapaian Tahun Anggaran 2021 

Pada tahun berjalan yakni Anggaran tahun 2021 dengan anggaran sebesar Rp. 

14.841.380.059,00 terurai dalam 3 program, 13 kegiatan dan 30 sub kegiatan, 

diharapkan keberhasilan kinerja mencapai 100% atau minimal sama dengan tahun 

2020, baik realisasi keuangan maupun realisasi fisik. Pada Tahun ini terdapat 

kegiatan-kegiatan yang mengalami pergeseran anggaran adalah adalah: 

1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 

2. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 

3. Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 

4. Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan 

Pengadaan ASN 

5. Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian 

6. Fasilitasi Lembaga Profesi ASN 

7. Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian 

8. Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan 

Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan 

9. Pengelolaan Mutasi ASN 

10. Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN 

11. Pengelolaan Promosi ASN 

12. Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri 

Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi 

Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, 

dan Urusan Pemerintahan Umum 

13. Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi 

Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat 

Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum 

14. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 
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15. Penyediaan Bahan Logistik Kantor 

16. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 

17. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 

18. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 

19. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan 

Lainnya 

20. Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai 

21. Pembinaan Disiplin ASN 

 

Sub Kegiatan yang direfocussing adalah: 

1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 

Apabila dikaitkan dengan pencapaian visi dan misi Kota Bontang, pada dasarnya 

kegiatan BKPSDM Kota Bontang adalah sebagai fasilitator Perangkat Daerah di 

Lingkungan Pemerintah Kota Bontang terkait manajemen kepegawaian berdasarkan 

Program Kepegawaian Daerah dan Program Pengembangan Sumber Daya Manusia. 

Setiap program kegiatan dan sistem diharapkan akan memberikan kemudahan bagi 

BKPSDM Kota Bontang untuk membina, mengembangkan dan meningkatkan 

kapasitas sumber daya aparaturnya. 

Berdasarkan hasil yang diperoleh melalui penilaian kinerja terhadap program 

maupun kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2020 serta perkiraan capaian 

program dan kegiatan tahun 2021, dapat dikemukakan beberapa permasalahan 

dalam pelaksanaan program dan kegiatan BKPSDM sebagai berikut: 

a. Indikator sasaran renstra dinilai belum cukup untuk dijadikan sasaran dan 

indikator dari core business perangkat daerah; 

b. Perlunya peningkatan komitmen dan pemahaman untuk mempedomani target dan 

indikator kegiatan dalam RKPD, Renstra maupun dalam RPJMD dalam 

merencanakan kegiatan.  

Dari identifikasi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh BKPSDM Kota 

Bontang dalam pelaksanaan urusan perencanaan kegiatan, maka peningkatan kinerja 

organisasi melalui kegiatan tahunan yang dilaksanakan, menjadi hal yang mutlak 

dilakukan secara sistematis dan terstruktur. 

Dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan dan sasaran yang telah 

ditetapkan berdasarkan Review Renstra BKPSDM Kota Bontang tahun 2016 – 2021, 
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maka strategi dan kebijakan yang akan ditempuh BKPSDM Kota Bontang pada tahun 

2021 adalah sebagai berikut : 

1. Strategi Peningkatan kompetensi ASN dengan arah kebijakan: 

 Pendidikan dan pelatihan untuk ASN Daerah 

2. Strategi Peningkatan sistem perencanaan ASN dengan arah kebijakan: 

 Optimalisasi pemanfaatan e-formasi 

3. Strategi peningkatan kompetensi calon pemangku jabatan struktural dengan 

arah kebijakan: 

 Asesmen untuk calon pemangku jabatan eselon II, pemetaan pola karier dan 

penempatan pegawai sesuai dengan kompetensi dan kualifikasinya 

4. Strategi peningkatan integritas ASN dengan arah kebijakan: 

 Pemberian penghargaan terhadap ASN yang berintegritas tinggi 

5. Strategi peningkatan kedisiplinan pegawai dengan arah kebijakan : 

 Monitoring kedisiplinan dan penanganan kasus kepegawaian 

6. Strategi optimalisasi pemanfaatan SIM ASN dengan arah kebijakan: 

 Penyediaan aplikasi SIM ASN berbasis android, updating data secara berkala 

7. Strategi peningkatan kompetensi ASN Daerah dengan arah kebijakan: 

 Penyetaraan kualifikasi pendidikan 

8. Strategi peningkatan kesejahteraan pegawai dengan arah kebijakan: 

 Melakukan kajian kesejahteraan pegawai, proses rekapitulasi perhitungan 

tunjangan kesejahteraan pegawai 

9. Strategi peningkatan pelayanan terhadap ASN dengan arah kebijakan: 

 Pelayanan dilakukan sesuai SOP/SPM 

10. Strategi persamaan persepsi mengenai aturan kepegawaian dengan arah 

kebijakan: 

 Pembahasan peraturan terkait kepegawaian secara rutin 

11. Strategi peningkatan jiwa korsa anggota KORPRI dengan arah kebijakan: 

 Penyelenggaraan acara-acara perayaan HUT Korpri 
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2.2  ANALISIS KINERJA PELAYANAN BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN 

SUMBER DAYA MANUSIA 

Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi 

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bontang 

dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang bertanggung jawab langsung kepada Wali 

Kota Bontang. 

Susunan Organisasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 

terdiri dari : 

1. Unsur Pimpinan yaitu : Kepala Badan 

2. Unsur Pembantu Pimpinan yaitu Sekretariat yang terdiri dari : 

a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 

b. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan 

3. Unsur Pelaksana yaitu : 

a. Bidang Pengadaan, Mutasi dan Pengembangan yang terdiri dari Sub Bidang 

Pengadaan dan Mutasi, Sub Bidang Pengembangan Karier, Sub Bidang 

Pendidikan dan Pelatihan. 

b. Bidang Pembinaan, Kesejahteraan, Dokumentasi dan Informasi Kepegawaian 

yang terdiri dari Sub Bidang Pembinaan dan Kinerja Pegawai, Sub Bidang 

Kesejahteraan Pegawai dan Sub Bidang Dokumentasi, Sistem Informasi 

Kepegawaian dan Fasilitasi Profesi Aparatur Sipil Negara. 

Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2018 tentang 

Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan 

Susunan Perangkat Daerah, maka diperlukan adanya penyesuaian terhadap 

keberadaan Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kota Bontang 

yang mengalami perubahan nomenklatur menjadi Badan Kepegawaian dan 

Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Bontang yang kemudian 

diatur dalam Peraturan Wali Kota Bontang Nomor 50 Tahun 2018.  

Tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya 

Manusia Kota Bontang yaitu: 

1. Tugas membantu Wali Kota melaksanakan fungsi penunjang urusan 

pemerintahan bidang kepegawaian, pendidikan, dan pelatihan yang menjadi 

kewenangan daerah. 
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2. BKPSDM dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi sebagai 

berikut: 

a. Penyusunan kebijakan teknis fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang 

kepegawaian, pendidikan dan pelatihan; 

b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis fungsi penunjang urusan pemerintahan 

bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan; 

c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis 

fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang kepegawaian, pendidikan dan 

pelatihan; 

d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan 

bidang kepegawaian, pendidikan, dan pelatihan 

e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas 

dan fungsi BKPSDM. 
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SUB BAGIAN SUB BAGIAN

STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA

BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

KEPALA

SEKRETARIAT

JABATAN FUNGSIONAL

UMUM DAN KEPEGAWAIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN

BIDANG BIDANG

PENGADAAN, MUTASI DAN 

PENGEMBANGAN SDM

PEMBINAAN, KESEJAHTERAAN, 

DOKUMENTASI DAN INFORMASI 

KEPEGAWAIAN

SUB BIDANG SUB BIDANG

PENGADAAN DAN MUTASI
PEMBINAAN DAN KINERJA 

PEGAWAI

SUB BIDANG SUB BIDANG

PENGEMBANGAN KARIER KESEJAHTERAAN PEGAWAI

SUB BIDANG SUB BIDANG

PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

DOKUMENTASI, SISTEM 

INFORMASI KEPEGAWAIAN DAN 

FASILITAS PROFESI ASN

UPTD



 

 27 

RENCANA KERJA (RENJA) BKPSDM TH. 2022 

                  Permasalahan  

Permasalahan dan hambatan Badan Kepegawaian dan Pengembangan 

Sumber Daya Manusia Kota Bontang yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas 

pokok dan fungsi secara signifikan tidak ditemukan. Namun, masih ada beberapa 

hal yang perlu ditingkatkan yaitu:  

1. Belum diterapkannya sistem merit, yang berdampak pada belum 

maksimalnya penempatan pegawai. 

2. Perlunya peningkatan kapasitas SDM aparatur, upaya tersebut dapat 

ditempuh melalui pendidikan formal, bimtek, pelatihan, seminar serta 

kegiatan lainnya yang menunjang peningkatan Indeks Profesionalitas ASN; 

3. Dalam hal kelengkapan/update data dan informasi kepegawaian diharapkan 

dapat meningkat dengan telah diluncurkannya e-Takah. 

 

Di bawah ini Tabel Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Kepegawaian dan 

Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bontang: 
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TABEL 2.2 
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA 

BONTANG 

 

 
 

No. INDIKATOR IKK 
TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH REALISASI CAPAIAN PROYEKSI 

Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022 

1 Indeks Profesionalitas ASN 

  

70 72 75  77 39.48 72,58  75  77 
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2.3  ISU – ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI BADAN 

KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA 

BONTANG  

A. SISTEM MERIT DALAM PENGANGKATAN JABATAN ASN 

Lahirnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara 

(ASN) merupakan harapan baru bagi pelaksanaan manajemen ASN untuk 

mencetak ASN yang kompeten, handal, dan kompetitif melalui sistem manajemen 

berbasis merit. Merit system manajemen ASN merupakan pendekatan yang 

menekankan pada pengelolaan ASN dengan mendasarkan kesesuaian antara 

keahlian pegawai dengan kualifikasi jabatannya. Mismatch antara kompetensi 

pegawai dan kualifikasi jabatan menjadi problem utama bagi keberadaan ASN yang 

menjadi sorotan publik. Salah satu penyebabnya adalah implementasi manajemen 

ASN kurang profesional, yang berdampak pada minimnya kompetensi ASN. 

Sebagaimana dikatakan Ashari (2010:4) bahwa perlunya pemberdayaan untuk 

mengurai problem-problem pegawai pemerintah yang lazim terjadi, seperti: 

1. Praktik spoil system dan inkompetensi dalam sistem rekrutmen dan seleksi 

pegawai 

2. Struktur kepegawaian terutama yang menyangkut kualitas dan kuantitas serta 

distribusi yang tidak ideal 

3. Tingkat efisiensi dan efektivitas serta kinerja pegawai yang belum optimal 

4. Sistem dan pola karier pegawai yang tidak jelas, transparan dan kompetitif 

5. Tingkat disiplin, etos kerja dan budaya kerja pegawai masih rendah 

Merit merupakan penopang utama bagi terselenggaranya manajemen atau tata 

kelola pemerintahan yang baik (good governance) dalam segala aspek, termasuk 

pengangkatan jabatan dalam manajemen pegawai pemerintah. Sistem Merit adalah 

kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan 

kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, 

warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi 

kecacatan. Hal ini sebagaimana tertuang dalam UU ASN Pasal 51 bahwa manajemen 

ASN diselenggarakan berdasarkan sistem merit. Prinsip sistem merit 

menyejajarkan aspek kopetensi (competence), kualifikasi (qualification), prestasi 

kerja (performance), adil (fairness), dan terbuka (open). Dalam pengangkatan 

jabatan merit seharusnya sebagai nilai yang dijunjung tinggi untuk mendapatkan 

profesionalitas ASN. 
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B.     INDEKS PROFESIONALITAS ASN 

Untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, diperlukan upaya peningkatan 

kelembagaan, ketatalaksanaan, profesionalitas ASN. Peningkatan profesionalitas 

ASN sebagai motor penyelenggara Negara perlu didorong pada aspek kerja, 

integritas, dan kompetensi agar mampu memberikan pelayanan publik secara 

optimal. Pembinaan ASN diarahkan pada tujuan peningkatan kinerja individu dan 

kinerja organisasi agar tercapai tujuan pembangunan secara nasional. Dengan 

profesionalismen ASN diharapkan setiap organisasi pemerintah dapat berjalan 

untuk mencapai tujuan sesuai dengan misi dan visinya. Optimalisasi standar 

kinerja sangat diharapkan oleh organisasi maupun para pihak yang 

berkepentingan termasuk masyarakat guna mendapatkan pelayanan yang baik 

sejalan dengan prinsip good governance. 

Badan Kepegawaian Negara (BKN) mengeluarkan parameter untuk menilai 

Indeks Profesionalisme Aparatur Sipil Negara. Indeks profesionalisme ASN akan 

digunakan sebagai dasar untuk kebijakan manajemen ASN. Parameter tersebut 

diatur dalam Peraturan BKN No. 8/2019 tentang Pedoman Tata Cara dan 

Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN. Peraturan ini bertujuan agar 

terdapat standar bagi instansi pusat dan instansi daerah dalam melaksanakan 

pengukuran indeks profesionalitas ASN secara sistematis, terukur dan 

berkesinambungan.  

Terdapat empat hal yang dinilai dalam indeks profesionalisme ini yakni, 

kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan disiplin. Dalam hal kualifikasi, parameter yang 

digunakan adalah jenjang pendidikan formal ASN. Bobot penilaian kualifikasi 

sebesar 25% dari keseluruhan penilaian indeks. Untuk kompetensi, parameter 

yang dilihat antara lain diklat kepemimpinan, diklat fungsional, diklat teknis dan 

seminar/workshop/magang/kursus/sejenisnya dengan skor 40%. Kategori 

kinerja digunakan untuk mengukur data/informasi mengenai penilaian kinerja. 

Bobot penilian sebesar 30% dari keseluruhan penilaian. Kategori disiplin untuk 

mengukur data atau informasi kepegawaian terkait riwayat hukuman yang pernah 

diterima PNS. Kategori ini memiliki bobot penilaian sebesar 5%. 

Kelengkapan data menjadi faktor yang sangat dibutuhkan dalam menunjang 

penghitungan indeks profesionalitas ASN. 
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C. PENGEMBANGAN KOMPETENSI ASN 

 Untuk mewujudkan ASN sebagai bagian dari reformasi birokrasi, perlu 

ditetapkan ASN sebagai profesi yang memiliki kewajiban mengelola dan 

mengembangkan dirinya dan wajib mempertanggungjawabkan kinerjanya dan 

menerapkan prinsip merit dalam pelaksanaan manajemen ASN. 

 Sesuai Pasal 70 UU 5 Tahun 2014 bahwa setiap pegawai ASN memiliki hak 

dan diberi kesempatan mengembangkan kompetensi. Pengembangan kompetensi 

tersebut antara lain melalui diklat, seminar, kursus dan penataran, dll. Sesuai Pasal 

233 UU No. 23 Tahun 2014 bahwa PNS ASN yang menduduki jabatan kepala 

perangkat daerah, selain harus memenuhi persyaratan kompetensi: teknis 

manajerial dan sosial kultural harus pula memenuhi persyaratan kompetensi 

pemerintahan. Ketentuan ini juga berlaku terhadap pegawai aparatur sipil negara 

yang menduduki administrator di bawah kepala perangkat daerah dan jabatan 

pengawas. 

 Metode pelaksanaan pengembangan kompetensi ASN era new normal 

dilakukan melalui: Pertama, pendidikan pelatihan klasikal. Pelatihan klasikal 

merupakan proses pembelajaran yang dilakukan secara tatap muka di dalam kelas. 

Pelatihan klasikal dilaksanakan pada pelatihan struktural kepemimpinan, 

pelatihan tingkat nasional, pelatihan manajerial, pelatihan teknis, pelatihan 

fungsional, pelatihan sosio kultural, seminar, konferensi, sarasehan, lokakarya, 

workshop, kursus, penataran atau bimbingan teknis. 

 Kedua, pelatihan non klasikal. Pelatihan non-klasikal merupakan proses 

pembelajaran yang dilakukan paling kurang melalui e-learning, bimbingan di 

tempat kerja, pelatihan di alam bebas, pelatihan jarak jauh atau magang. Pelatihan 

non klasikal dilaksanakan pada webinar/seminar online, pelatihan jarak jauh, 

coaching, mentoring, detasering e-learning, belajar mandiri dan, komunitas belajar. 

Pelatihan non klasikal disebut juga metode pengembangan kompetensi di era new 

normal. Sudibyo Aji Wicaksono (Sub Koordinator Penilaian dan Pengembangan 

Kompetensi Kementarian PANRB) menyampaikan bahwa diskusi daring yang 

dilakukan dengan memanfaatkan perkembangan teknologi informasi dan 

komunikasi (TIK) merupakan salah satu dari pengembangan kompetensi. 

  

2.4 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT 

   Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bontang 

akan mengupayakan untuk penambahan usulan kegiatan yang diusulkan para 
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pemangku kepentingan, baik dari aparatur yang terkait langsung dengan 

pelayanan, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah 

Kabupaten/Kota yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah maupun 

berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah.  

 

2.5 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD 

Dalam penentuan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Renja 

tahun 2022, maka harus membandingkan perencanaan kegiatan dalam rancangan 

awal RKPD dengan analisa kebutuhan.  

Setelah dilakukan evaluasi kebutuhan, rancangan awal renja telah merangkum 

kegiatan dan sub kegiatan yang dibutuhkan. Pada rancangan awal Renja terdapat 3 

program dengan 13 kegiatan dan 34 sub kegiatan. Dapat dilihat pada tabel 2.5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 33 

RENCANA KERJA (RENJA) BKPSDM TH. 2022 

33 

 
 TABEL 2.5 

REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2022 

BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA APARATUR KOTA BONTANG 

 

 

LOKASI INDIKATOR KINERJA
TARGET 

CAPAIAN

PAGU 

INDIKATIF
LOKASI INDIKATOR KINERJA

TARGET 

CAPAIAN

PAGU 

INDIKATIF
CATATAN 

PENTING

1 3 4 5 6 8 9 10 11 12

I    10,684,083,593 I   10,684,083,593 

1 1

a. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta 

Atribut Kelengkapannya

BKPSDM Kota 

Bontang

Jumlah pakaian dinas 

beserta perlengkapannya

104 stel         100,000,000 a. Pengadaan Pakaian Dinas 

Beserta Atribut Kelengkapannya

BKPSDM Kota 

Bontang

Jumlah pakaian dinas beserta 

perlengkapannya

104 stel        100,000,000 

b. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai 

Berdasarkan Tugas dan Fungsi

BKPSDM Kota 

Bontang

Jumlah kursus 

singkat/pelatihan/sosialisasi/

bimtek yang diikuti sesuai 

tupoksi

69 kali         314,000,000 b. Pendidikan dan Pelatihan 

Pegawai Berdasarkan Tugas dan 

Fungsi

BKPSDM Kota 

Bontang

Jumlah kursus 

singkat/pelatihan/sosialisasi/bi

mtek yang diikuti sesuai 

tupoksi

69 kali        314,000,000 

c. Sosialisasi Peraturan Perundang-

Undangan

BKPSDM Kota 

Bontang

Jumlah pelaksanaan 

kegiatan

1 kali         148,469,000 c. Sosialisasi Peraturan Perundang-

Undangan

BKPSDM Kota 

Bontang

Jumlah pelaksanaan kegiatan 1 kali        148,469,000 

2 2

a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan 

ASN

BKPSDM Kota 

Bontang

Jumlah ASN yang menerima 

gaji dan tunjangan

46 orang      8,672,622,065 a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan 

ASN

BKPSDM Kota 

Bontang

Jumlah ASN yang menerima 

gaji dan tunjangan

46 orang     8,672,622,065 

3 3

a. Penyelenggaraan Rapat 

Koordinasi dan Konsultasi SKPD

BKPSDM Kota 

Bontang

Jumlah perjalanan dinas 

yang dilakukan

69 OH         324,176,000 a. Penyelenggaraan Rapat 

Koordinasi dan Konsultasi SKPD

BKPSDM Kota 

Bontang

Jumlah perjalanan dinas yang 

dilakukan

69 OH        324,176,000 

b. Penyediaan Peralatan dan 

Perlengkapan Kantor

BKPSDM Kota 

Bontang

Jumlah jenis alat tulis kantor 

yang dibutuhkan

10 jenis         146,354,306 b. Penyediaan Peralatan dan 

Perlengkapan Kantor

BKPSDM Kota 

Bontang

Jumlah jenis alat tulis kantor 

yang dibutuhkan

10 jenis        146,354,306 

c. Penyediaan Bahan Logistik Kantor BKPSDM Kota 

Bontang

Jumlah jenis bahan logistik 

kantor yang dibutuhkan

10 jenis         120,000,000 c. Penyediaan Bahan Logistik 

Kantor

BKPSDM Kota 

Bontang

Jumlah jenis bahan logistik 

kantor yang dibutuhkan

10 jenis        120,000,000 

Jumlah kotak nasi 1050 kotak Jumlah kotak nasi 1050 kotak

Jumlah kotak snack 2180 kotak Jumlah kotak snack 2180 kotak

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Administrasi Umum Perangkat Daerah

HASIL ANALISIS KEBUTUHAN

NO.

7

Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Administrasi Umum Perangkat Daerah

NO.

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

2

PROGRAM/KEGIATAN

RANCANGAN AWAL RKPD

PROGRAM/KEGIATAN

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
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LOKASI INDIKATOR KINERJA
TARGET 

CAPAIAN

PAGU 

INDIKATIF
LOKASI INDIKATOR KINERJA

TARGET 

CAPAIAN

PAGU 

INDIKATIF
CATATAN 

PENTING

1 3 4 5 6 8 9 10 11 12

I    10,684,083,593 I   10,684,083,593 

Jumlah porsi makan minum 

tamu

80 porsi Jumlah porsi makan minum 

tamu

80 porsi

d. Penyediaan Barang Cetakan dan 

Penggandaan

BKPSDM Kota 

Bontang

Jumlah jenis barang cetakan 

& penggandaan yang 

dibutuhkan

10 jenis         107,082,992 d. Penyediaan Barang Cetakan dan 

Penggandaan

BKPSDM Kota 

Bontang

Jumlah jenis barang cetakan 

& penggandaan yang 

dibutuhkan

10 jenis        107,082,992 

4 4

a. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung 

Kantor dan Bangunan Lainnya

BKPSDM Kota 

Bontang

Jumlah jenis pemeliharaan 

gedung kantor

2 jenis 3,000,000           a. Pemeliharaan/Rehabilitasi 

Gedung Kantor dan Bangunan 

Lainnya

BKPSDM Kota 

Bontang

Jumlah jenis pemeliharaan 

gedung kantor

2 jenis 3,000,000           

b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, 

Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan 

Perizinan Kendaraan Dinas 

Operasional atau Lapangan

BKPSDM Kota 

Bontang

Jumlah kendaraan 

dinas/operasional yang 

dilakukan pemeliharaan 

(Roda Dua)

12 unit         221,584,400 b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, 

Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan 

Perizinan Kendaraan Dinas 

Operasional atau Lapangan

BKPSDM Kota 

Bontang

Jumlah kendaraan 

dinas/operasional yang 

dilakukan pemeliharaan 

(Roda Dua)

12 unit        221,584,400 

Jumlah kendaraan 

dinas/operasional yang 

dilakukan pemeliharaan 

(Roda Empat)

5 unit Jumlah kendaraan 

dinas/operasional yang 

dilakukan pemeliharaan 

(Roda Empat)

5 unit

Jumlah perizinan kendaraan 

dinas/operasional (Roda 

Dua)

12 unit Jumlah perizinan kendaraan 

dinas/operasional (Roda Dua)

12 unit

Jumlah perizinan kendaraan 

dinas/operasional (Roda 

Empat)

5 unit Jumlah perizinan kendaraan 

dinas/operasional (Roda 

Empat)

5 unit

c. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 

Lainnya

BKPSDM Kota 

Bontang

Jumlah jenis peralatan 

gedung kantor yang 

diadakan

3 jenis         140,000,000 c. Pemeliharaan Peralatan dan 

Mesin Lainnya

BKPSDM Kota 

Bontang

Jumlah jenis peralatan 

gedung kantor yang diadakan

3 jenis        140,000,000 

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan DaerahPemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

HASIL ANALISIS KEBUTUHAN

NO.

7

NO.

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

2

PROGRAM/KEGIATAN

RANCANGAN AWAL RKPD

PROGRAM/KEGIATAN

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
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LOKASI INDIKATOR KINERJA
TARGET 

CAPAIAN

PAGU 

INDIKATIF
LOKASI INDIKATOR KINERJA

TARGET 

CAPAIAN

PAGU 

INDIKATIF
CATATAN 

PENTING

1 3 4 5 6 8 9 10 11 12

5 5

a. Pengadaan Peralatan dan Mesin 

Lainnya

BKPSDM Kota 

Bontang

Jumlah jenis peralatan 

gedung kantor yang 

diadakan

3 jenis           35,719,005 a. Pengadaan Peralatan dan Mesin 

Lainnya

BKPSDM Kota 

Bontang

Jumlah jenis peralatan 

gedung kantor yang diadakan

3 jenis          35,719,005 

b. Pengadaan Sarana dan Prasarana 

Pendukung Gedung Kantor atau 

Bangunan Lainnya

BKPSDM Kota 

Bontang

Jumlah jenis perlengkapan 

gedung kantor yang 

diadakan

1 jenis             1,131,537 b. Pengadaan Sarana dan 

Prasarana Pendukung Gedung 

Kantor atau Bangunan Lainnya

BKPSDM Kota 

Bontang

Jumlah jenis perlengkapan 

gedung kantor yang diadakan

1 jenis            1,131,537 

6 6

a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat BKPSDM Kota 

Bontang

Jumlah materai yang 

tersedia

600 lembar             8,250,000 a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat BKPSDM Kota 

Bontang

Jumlah materai yang tersedia 600 lembar            8,250,000 

Jumlah surat yang dikirim 70 surat Jumlah surat yang dikirim 70 surat

b. Penyediaan Jasa Komunikasi, 

Sumber Daya Air dan Listrik

BKPSDM Kota 

Bontang

Pemenuhan layanan 

komunikasi kantor

12 bulan         108,000,000 b. Penyediaan Jasa Komunikasi, 

Sumber Daya Air dan Listrik

BKPSDM Kota 

Bontang

Pemenuhan layanan 

komunikasi kantor

12 bulan        108,000,000 

c. Penyediaan Jasa Pelayanan 

Umum Kantor

BKPSDM Kota 

Bontang

Jumlah Tenaga Kontrak 

Daerah

7 orang         216,184,288 c. Penyediaan Jasa Pelayanan 

Umum Kantor

BKPSDM Kota 

Bontang

Jumlah Tenaga Kontrak 

Daerah

7 orang        216,184,288 

7 7

a. Penyusunan Dokumen 

Perencanaan Perangkat Daerah

BKPSDM Kota 

Bontang

Jumlah dokumen 1 dokumen           17,510,000 a. Penyusunan Dokumen 

Perencanaan Perangkat Daerah

BKPSDM Kota 

Bontang

Jumlah dokumen 1 dokumen          17,510,000 

II      3,240,125,000 II     3,858,329,000 

1 1

a. Pengelolaan Mutasi ASN BKPSDM Kota 

Bontang

Jumlah berkas usulan 

mutasi

10 berkas           10,400,000 a. Pengelolaan Mutasi ASN BKPSDM Kota 

Bontang

Jumlah berkas usulan mutasi 10 berkas          12,200,000 

b. Pengelolaan Kenaikan Pangkat 

ASN

BKPSDM Kota 

Bontang

Jumlah usulan berkas 

kenaikan pangkat

467 berkas         200,000,000 b. Pengelolaan Kenaikan Pangkat 

ASN

BKPSDM Kota 

Bontang

Jumlah usulan berkas 

kenaikan pangkat

467 berkas        249,962,000 

c. Pengelolaan Promosi ASN BKPSDM Kota 

Bontang

Jumlah pegawai yang 

mengikuti seleksi JPT

10 orang         600,000,000 c. Pengelolaan Promosi ASN BKPSDM Kota 

Bontang

Jumlah pegawai yang 

mengikuti seleksi JPT

10 orang        600,000,000 

Jumlah peserta yang 

mengikuti penilaian 

kompetensi

40 orang Jumlah peserta yang 

mengikuti penilaian 

kompetensi

40 orang

PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAHPROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH

Mutasi dan Promosi ASN

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

HASIL ANALISIS KEBUTUHAN

NO.

Mutasi dan Promosi ASN

7

Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

NO.

2

PROGRAM/KEGIATAN

RANCANGAN AWAL RKPD

PROGRAM/KEGIATAN

Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
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LOKASI INDIKATOR KINERJA
TARGET 

CAPAIAN

PAGU 

INDIKATIF
LOKASI INDIKATOR KINERJA

TARGET 

CAPAIAN

PAGU 

INDIKATIF
CATATAN 

PENTING

1 3 4 5 6 8 9 10 11 12

2 2

a. Fasilitasi Lembaga Profesi ASN BKPSDM Kota 

Bontang

Jumlah peserta dalam 

perayaan HUT Kopri

500 orang           21,025,000 a. Fasilitasi Lembaga Profesi ASN BKPSDM Kota 

Bontang

Jumlah peserta dalam 

perayaan HUT Kopri

500 orang          21,025,000 

b. Pengelolaan Data Kepegawaian BKPSDM Kota 

Bontang

Jumlah data 2000 data           93,910,000 b. Pengelolaan Data Kepegawaian BKPSDM Kota 

Bontang

Jumlah data 2000 data          93,910,000 

c. Penyusunan Rencana Kebutuhan, 

Jenis dan Jumlah Jabatan untuk 

Pelaksanaan Pengadaan ASN

BKPSDM Kota 

Bontang

Jumlah dokumen 

penyusunan kebutuhan 

pegawai

1 dokumen           20,000,000 c. Penyusunan Rencana 

Kebutuhan, Jenis dan Jumlah 

Jabatan untuk Pelaksanaan 

Pengadaan ASN

BKPSDM Kota 

Bontang

Jumlah dokumen penyusunan 

kebutuhan pegawai

1 dokumen          20,000,000 

d. Koordinasi dan Fasilitasi 

Pengadaan PNS dan PPPK

BKPSDM Kota 

Bontang

Jumlah peserta seleksi 

penerimaan CASN

2000 peserta         650,000,000 d. Koordinasi dan Fasilitasi 

Pengadaan PNS dan PPPK

BKPSDM Kota 

Bontang

Jumlah peserta seleksi 

penerimaan CASN

2000 peserta        788,147,000 

e. Koordinasi Pelaksanaan 

Administrasi Pemberhentian

BKPSDM Kota 

Bontang

Jumlah usulan berkas 

pemberhentian pegawai

61 berkas           45,000,000 e. Koordinasi Pelaksanaan 

Administrasi Pemberhentian

BKPSDM Kota 

Bontang

Jumlah usulan berkas 

pemberhentian pegawai

61 berkas          58,325,000 

3 3

a. Pengelolaan Pendidikan Lanjutan 

ASN

BKPSDM Kota 

Bontang

Jumlah PNS yang mengikuti 

program pendidikan lanjutan

12 orang      1,110,290,000 a. Pengelolaan Pendidikan Lanjutan 

ASN

BKPSDM Kota 

Bontang

Jumlah PNS yang mengikuti 

program pendidikan lanjutan

13 orang     1,519,750,000 

b. Pembinaan Jabatan Fungsional 

ASN

BKPSDM Kota 

Bontang

Jumlah jabfung dibina 5 orang           45,000,000 b. Pembinaan Jabatan Fungsional 

ASN

BKPSDM Kota 

Bontang

Jumlah jabfung dibina 5 orang          50,510,000 

4 4

a. Pelaksanaan Penilaian dan 

Evaluasi Kinerja Aparatur

BKPSDM Kota 

Bontang

Jumlah berkas Penilaian 

Kerja Pegawai yang di 

evaluasi dan terinput ke 

dalam aplikasi

2853 berkas         177,000,000 a. Pelaksanaan Penilaian dan 

Evaluasi Kinerja Aparatur

BKPSDM Kota 

Bontang

Jumlah berkas Penilaian 

Kerja Pegawai yang di 

evaluasi dan terinput ke 

dalam aplikasi

2853 berkas        177,000,000 

b. Evaluasi Hasil Penilaian dan 

Evaluasi Kinerja Aparatur

BKPSDM Kota 

Bontang

Jumlah dokumen evaluasi 4 dokumen         230,000,000 b. Evaluasi Hasil Penilaian dan 

Evaluasi Kinerja Aparatur

BKPSDM Kota 

Bontang

Jumlah dokumen evaluasi 4 dokumen        230,000,000 

c. Pengelolaan Pemberian 

Penghargaan Bagi Pegawai

BKPSDM Kota 

Bontang

Jumlah PNS yang menerima 

penghargaan SLKS

200 PNS             6,000,000 c. Pengelolaan Pemberian 

Penghargaan Bagi Pegawai

BKPSDM Kota 

Bontang

Jumlah PNS yang menerima 

penghargaan SLKS

200 PNS            6,000,000 

d. Pembinaan Disiplin ASN BKPSDM Kota 

Bontang

Jumlah kegiatan 2 kali           19,000,000 d. Pembinaan Disiplin ASN BKPSDM Kota 

Bontang

Jumlah kegiatan 2 kali          19,000,000 

e. Pengelolaan Penyelesaian 

Pelanggaran Disiplin ASN

BKPSDM Kota 

Bontang

Jumlah kasus 15 kasus           12,500,000 e. Pengelolaan Penyelesaian 

Pelanggaran Disiplin ASN

BKPSDM Kota 

Bontang

Jumlah kasus 15 kasus          12,500,000 

Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur

Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN

HASIL ANALISIS KEBUTUHAN

NO.

Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN

Pengembangan Kompetensi ASN

7

NO.

2

PROGRAM/KEGIATAN

RANCANGAN AWAL RKPD

PROGRAM/KEGIATAN

Pengembangan Kompetensi ASN
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LOKASI INDIKATOR KINERJA
TARGET 

CAPAIAN

PAGU 

INDIKATIF
LOKASI INDIKATOR KINERJA

TARGET 

CAPAIAN

PAGU 

INDIKATIF
CATATAN 

PENTING

1 3 4 5 6 8 9 10 11 12

III      2,775,791,407 III     2,775,791,407 

1 1

a. Penyelenggaraan Pengembangan 

Kompetensi Teknis Umum, Inti, 

dan pilihan bagi Jabatan 

Administrasi Penyelenggara 

Urusan Pemerintahan Konkuren, 

Perangkat Daerah Penunjang, dan 

Urusan Pemerintahan Umum

BKPSDM Kota 

Bontang

Jumlah peserta diklat 180 orang         250,000,000 a. Penyelenggaraan 

Pengembangan Kompetensi 

Teknis Umum, Inti, dan pilihan 

bagi Jabatan Administrasi 

Penyelenggara Urusan 

Pemerintahan Konkuren, 

Perangkat Daerah Penunjang, 

dan Urusan Pemerintahan Umum

BKPSDM Kota 

Bontang

Jumlah peserta diklat 180 orang        250,000,000 

2 2

a. Pembinaan, Pengoordinasian, 

Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, 

dan Pelaporan Pelaksanaan 

Sertifikasi, Pengelolaan 

Kelembagaan dan Tenaga 

Pengembang Kompetensi, 

Pengelolaan Sumber Belajar, dan 

Kerjasama, serta Pengembangan 

Kompetensi Pimpinan Daerah, 

Jabatan Pimpinan Tinggi, 

Kepemimpinan, dan Prajabatan

BKPSDM Kota 

Bontang

Jumlah peserta diklat 125 orang      2,525,791,407 a. Pembinaan, Pengoordinasian, 

Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, 

dan Pelaporan Pelaksanaan 

Sertifikasi, Pengelolaan 

Kelembagaan dan Tenaga 

Pengembang Kompetensi, 

Pengelolaan Sumber Belajar, dan 

Kerjasama, serta Pengembangan 

Kompetensi Pimpinan Daerah, 

Jabatan Pimpinan Tinggi, 

Kepemimpinan, dan Prajabatan

BKPSDM Kota 

Bontang

Jumlah peserta diklat 125 orang     2,525,791,407 

TOTAL 16,700,000,000  TOTAL 17,318,204,000  

PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Pengembangan Kompetensi Teknis

HASIL ANALISIS KEBUTUHAN

NO.

7

NO.

2

PROGRAM/KEGIATAN

RANCANGAN AWAL RKPD

PROGRAM/KEGIATAN

Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional

PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Pengembangan Kompetensi Teknis
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BAB III 

TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM/KEGIATAN 

 

3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL  

Undang-Undang No. 5 Th. 2014 

 Sistem Merit adalah kebijakan dan Manajemen ASN yang berdasarkan 

pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa 

membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis 

kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan. Tujuan penerapan 

sistem merit dalam manajemen ASN sebagai berikut: 

a. Melakukan rekrutmen, seleksi, dan promosi berdasarkan kompetensi yang 

terbuka dan adil dengan menyusun perencanaan SDM Aparatur scara 

berkelanjutan; 

b. Memperlakukan pegawai ASN secara adil dan setara; 

c. Mengelola pegawai ASN secara efektif dan efisien; 

d. Memberikan remunerasi yang setara untuk pekerjaan-pekerjaan yang 

setara dengan memperhatikan hasil kinerja; 

e. Memberikan penghargaan atas kinerja pegawai yang tinggi; 

f. Memberikan hukuman atas pelanggaran disiplin; 

g. Menjaga standar yang tinggi untuk integritas, perilaku dan kepedulian 

untuk kepentingan masyarakat; 

h. Menerapkan pengisian jabatan dengan uji kompetensi sesuai standar 

kompetensi jabatan yang dipersyaratkan; 

i. Memberikan kesempatan untuk mengembangkan kompetensi kepada 

pegawai ASN; 

j. Melaksanakan manajemen kinerja pegawai untuk mencapai tujuan 

organisasi; 

k. Melindungi pegawai ASN dari intervensi politik dan tindakan kesewenang-

wenangan; 

l. Memberikan perlindungan kepada pegawai. 
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Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN 

 Badan Kepegawaian Negara (BKN) telah merilis Peraturan Nomor 8 

Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks 

Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN). Peraturan ini bertujuan agar 

terdapat standar bagi Instansi Pusat dan Instansi Daerah dalam melaksanakan 

Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN secara sistematis, terukur dan 

berkesinambungan. Menurut peraturan ini, Pengukuran Indeks Profesionalitas 

ASN dilaksanakan di seluruh Instansi Pusat dan Instansi Daerah yang 

pelaksanaannya dikoordinasikan oleh unit kerja yang bertanggungjawab dalam 

pengelolaan pegawai ASN pada masing-masing instansi. Adapun kebijakan 

umum dalam pengukuran Indeks Profesionalitas ASN, menurut peraturan ini, 

dilaksanakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi 

dan Birokrasi (PANRB), sedangkan tata cara dan pelaksanaan Pengukuran 

Indeks Profesionalitas ASN dilaksanakan oleh BKN. 

Disebutkan dalam peraturan ini, kriteria pengukuran tingkat 

profesionalitas ASN diukur melalui dimensi kualifikasi, kompetensi, kinerja dan 

disiplin. Dimensi kualifikasi digunakan untuk mengukur data/informasi 

mengenai kualifikasi pendidikan formal PNS (Pegawai Negeri Sipil) dari jenjang 

paling tinggi sampai jenjang paling rendah, dan diperhitungkan sebesar 25% 

dari keseluruhan Pengukuran. 

Instrumen Pengukuran pada dimensi kualifikasi bobot penilaian, menurut 

Peraturan ini adalah: 

a. Bobot nilai sebesar 25 (dua puluh lima) bagi PNS yang memperoleh/memiliki 

pendidikan S-3 (Strata Tiga); 

b. Bobot nilai sebesar 20 (dua puluh) bagi PNS yang memperoleh/memiliki 

pendidikan S-2 (Strata Dua); 

c. Bobot nilai sebesar 15 (lima belas) bagi PNS yang memperoleh/memiliki 

pendidikan S-1 (Strata Satu)/D-IV (Diploma Empat); 

d. Bobot nilai sebesar 10 (sepuluh) bagi PNS yang memperoleh/memiliki 

pendidikan D-III (Diploma Tiga); 
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e. Bobot nilai sebesar 5 (lima) bagi PNS yang memperoleh/memiliki pendidikan 

D-II (Diploma Dua)/D-I (Diploma Satu)/Sekolah Lanjutan Tingkat Atas 

(SLTA)/sederajat; dan 

f. Bobot nilai sebesar 1 (satu) bagi PNS yang memperoleh/memiliki pendidikan 

di bawah SLTA. 

Sementara dimensi Kompetensi digunakan untuk mengukur 

data/informasi mengenai riwayat pengembangan kompetensi yang pernah 

diikuti oleh PNS dan memiliki kesesuaian dalam pelaksanaan tugas jabatan, 

dan diperhitungkan sebesar 40% dari keseluruhan Pengukuran. 

Indikator yang digunakan yaitu riwayat pengembangan kompetensi yang 

terdiri atas: a. Diklat Kepemimpinan; b. Diklat Fungsional; c. Diklat Teknis; dan 

d. Seminar/Workshop/Magang/Kursus/sejenisnya. 

Instrumen Pengukuran pada diklat kepemimpinan bobot penilaiannya, 

menurut Peraturan ini, adalah: 

a. Bobot nilai sebesar 15 (lima belas) bagi PNS yang menduduki jabatan 

pimpinan tinggi, jabatan administrator, dan jabatan pengawas yang telah 

mengikuti pendidikan dan pelatihan kepemimpinan sesuai dengan jabatan 

yang diduduki; 

b. Bobot nilai sebesar 0 (nol) bagi PNS yang menduduki jabatan pimpinan 

tinggi, jabatan administrator, dan jabatan pengawas yang belum mengikuti 

pendidikan dan pelatihan kepemimpinan sesuai dengan jabatan yang diduduki. 

Adapun instrumen pengukuran ada diklat fungsional bobot penilaiannya, 

menurut Peraturan ini adalah: 

a. Bobot nilai sebesar 15 (lima belas) bagi PNS yang menduduki jabatan 

fungsional dan telah mengikuti pendidikan dan pelatihan fungsional sesuai 

dengan jabatan yang diduduki; 

b. Bobot nilai sebesar 0 (nol) bagi PNS yang menduduki jabatan fungsional dan 

belum mengikuti pendidikan dan pelatihan fungsional sesuai dengan jabatan 

yang diduduki. 
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Sedangkan instrumen Pengukuran pada diklat teknis paling sedikit 20 (dua 

puluh) Jam Pelajaran (JP) dengan bobot penilaian sebagai berikut: 

a. Bobot nilai sebesar 15 (lima belas) bagi PNS yang menduduki jabatan 

pimpinan tinggi, jabatan administrator, jabatan pengawas, dan jabatan 

fungsional yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis paling sedikit 

20 (dua puluh) JP yang mendukung tugas dan fungsi jabatannya; 

b. Bobot nilai sebesar 0 (nol) bagi PNS yang menduduki jabatan pimpinan 

tinggi, jabatan administrator, jabatan pengawas, dan jabatan fungsional yang 

belum mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis paling sedikit 20 (dua puluh) 

JP yang mendukung tugas dan fungsi jabatannya; 

c. Bobot nilai sebesar 22,5 (dua puluh dua koma lima) bagi PNS yang 

menduduki jabatan pelaksana yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan 

teknis paling sedikit 20 (dua puluh) JP yang mendukung tugas jabatannya 

dalam 1 (satu) tahun terakhir; 

d. Bobot nilai sebesar 0 (nol) bagi PNS yang menduduki jabatan pelaksana yang 

belum mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis paling sedikit 20 (dua puluh) 

JP yang mendukung tugas jabatannya dalam 1 (satu) tahun terakhir. 

Untuk instrumen Pengukuran pada seminar/workshop/kursus/magang/ 

sejenisnya dengan bobot penilaian sebagai berikut: 

a. Bobot nilai sebesar 10 (sepuluh) bagi PNS yang menduduki jabatan pimpinan 

tinggi, jabatan administrator, jabatan pengawas, dan jabatan fungsional yang 

telah mengikuti seminar/workshop/kursus/magang/sejenisnya sesuai 

jabatannya dalam 2 (dua) tahun terakhir; 

b. Bobot nilai sebesar 0 (nol) bagi PNS yang menduduki jabatan pimpinan 

tinggi, jabatan administrator, jabatan pengawas, dan jabatan fungsional yang 

belum mengikuti seminar/workshop/kursus/magang/sejenisnya sesuai 

jabatannya dalam2 (dua) tahun terakhir; 

c. Bobot nilai sebesar 17,5 (tujuh belas koma lima) bagi PNS yang menduduki 

jabatanpelaksana yang telah mengikuti seminar/workshop/kursus/magang/ 

sejenisnya sesuai jabatannya dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan 
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d. Bobot nilai sebesar 0 (nol) bagi PNS yang menduduki jabatan pelaksana yang 

belum mengikuti seminar/workshop/kursus/magang/sejenisnya sesuai 

jabatannya dalam 2 (dua) tahun terakhir. 

“Keikutsertaan dalam seminar/workshop/kursus/magang/sejenisnya 

tersebut dibuktikan dengan sertifikat/surat tugas dan sejenisnya,” bunyi Pasal 

8 ayat (8) Peraturan ini. 

Dimensi Kinerja, menurut Peraturan ini digunakan untuk mengukur 

data/informasi mengenai penilaian kinerja yang dilakukan berdasarkan 

perencanaan kinerja pada tingkat individu dan tingkat unit atau organisasi 

dengan memperhatikan target, capaian, hasil, dan manfaat yang dicapai serta 

perilaku PNS, dan diperhitungkan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari 

keseluruhan Pengukuran. 

Instrumen Pengukuran pada dimensi kinerja menurut peraturan ini, 

penilaiannya adalah: 

a. Bobot nilai sebesar 30 (tiga puluh) bagi PNS yang memiliki nilai kinerja 

antara 91 (sembilan puluh satu) sampai dengan 100 (seratus) dengan kriteria 

sangat baik dalam 1 (satu) tahun terakhir; 

b. Bobot nilai sebesar 25 (dua puluh lima) bagi PNS yang memiliki nilai kinerja 

antara 76 (tujuh puluh enam) sampai dengan 90 (sembilan puluh) dengan 

kriteria baik dalam 1 (satu) tahun terakhir; 

c. Bobot nilai sebesar 15 (lima belas) bagi PNS yang memiliki nilai kinerja 

antara 61 (enam puluh satu) sampai dengan 75 (tujuh puluh lima) dengan 

kriteria cukup dalam 1 (satu) tahun terakhir; 

d. Bobot nilai sebesar 5 (lima) bagi PNS yang memiliki nilai kinerja antara 51 

(lima puluh satu) sampai dengan 60 (enam puluh) dengan kriteria sedang 

dalam 1 (satu) tahun terakhir; dan 

e. Bobot nilai sebesar 1 (satu) bagi PNS yang memiliki nilai kinerja 50 (lima 

puluh) ke bawah dengan kriteria kurang dalam 1 (satu) tahun terakhir. 
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Adapun instrumen Pengukuran pada dimensi disiplin bobot 

penilaiannya sebagai berikut: a. Bobot nilai sebesar 5 (lima) bagi PNS yang 

memiliki riwayat tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin; b. Bobot nilai sebesar 

3 (tiga) bagi PNS yang memiliki riwayat dijatuhi hukuman disiplin tingkat 

ringan; c. Bobot nilai sebesar 2 (dua) bagi PNS yang memiliki riwayat dijatuhi 

hukuman disiplin tingkat sedang;  dan d. Bobot nilai sebesar 1 (satu) bagi PNS 

yang memiliki riwayat dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat. 

“Hukuman disiplin yang sebagaimana dimaksud yaitu yang telah mempunyai 

keputusan final dan dihitung dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir,” bunyi Pasal 

10 ayat (5) Peraturan ini. 

Sedangkan sebutan tingkat Profesionalitas sebagaimana dimaksud 

yaitu: a. Sangat Tinggi yang memiliki rentang nilai antara 91 — 100; b. Tinggi 

yang memiliki rentang nilai antara 81 — 90; c. Sedang yang memiliki rentang 

nilai antara 71 — 80; d. Rendah yang memiliki rentang nilai antara 61 — 70; 

dan e. Sangat Rendah yang memiliki rentang nilai 60 ke bawah. 

3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA BADAN KEPEGAWAIAN DAN 

PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA BONTANG  

Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi 

sehingga rumusannya harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin 

dicapai di masa mendatang. Tujuan organisasi harus konsisten dengan tugas 

dan fungsinya. Penetapan tujuan didasarkan kepada faktor-faktor kunci 

keberhasilan yang ditetapkan setelah penetapan visi dan misi. 

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai 

atau dihasilkan oleh instansi pemerintah dalam jangka waktu tahunan, 

semesteran, triwulanan atau bulanan. 

Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada identifikasi faktor-faktor 

kunci keberhasilan (Critical Success Factor) yang ditetapkan setelah penetapan 

visi dan misi. Penetapan tujuan akan mengarah kepada perumusan sasaran, 

kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan Visi dan Misi. 

Sedangkan sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui 

tindakan-tindakan terfokus yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat 

dicapai. 
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Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota 

Bontang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga teknis 

daerah yang melaksanakan pengelolaan kepegawaian daerah dan membantu 

Walikota Bontang dalam menyusun dan merumuskan kebijakan teknis di 

bidang kepegawaian daerah dituntut untuk menghasilkan produk-produk yang 

berkualitas terutama produk berupa kompetensi personil. 

PERDA Kota Bontang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 menetapkan visi 

Kota Bontang Tahun 2021-2026 adalah “Terwujudnya Kota Bontang yang Lebih 

Hebat dan Beradab”. Misi RPJMD yang berkaitan dengan tugas Badan 

Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bontang adalah 

“Kota Bontang yang Berdaya Saing dan Sejahtera melaui Peningkatan Kualitas 

Sumber Daya Manusia”. Dalam misi tersebut difokuskan pada penguatan 

kualitas sumber daya manusia sebagai salah satu faktor penting dalam 

mewujudkan Kota Bontang sebagai Kota Bontang yang Berdaya Saing dan 

Sejahtera. Adapun tujuan dan sasaran Badan Kepegawaian dan Pengembangan 

Sumber Daya Manusia Kota Bontang dalam menyukseskan misi Pemerintah 

Kota Bontang adalah: 
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TABEL 3.2 

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 

 

 

 

 

NO. TUJUAN SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN

1 Terwujudnya tata kelola 

manajemen ASN yang efektif, 

efisien, transparan, akuntabel 

dan partisipatif 

Meningkatnya 

profesionalitas ASN dan 

penerapan sistem merit 

dalam kebijakan 

manajemen ASN

Peningkatan kompetensi, 

kualifikasi, kinerja dan 

integritas ASN

Pengembangan aplikasi 

kompetensi ASN

Peningkatan kualifikasi 

pendidikan ASN melalui tugas 

belajar dan ijin belajar

Optimalisasi pengembangan 

kompetensi ASN (daring dan 

luring)

Optimalisasi peningkatan 

aplikasi SIM ASN, tata naskah, 

dan  updating data secara 

berkala

Integrasi sistem informasi 

kepegawaian

Monitoring kedisiplinan dan 

penanganan kasus 

kepegawaian

Pemberian penghargaan dan 

sanksi terhadap ASN

Peningkatan manajemen 

ASN

Penyusunan pola karier ASN

Penyusunan manajemen 

talenta

Optimalisasi pelaksanaan dan 

penataan manajemen ASN

Penyusunan analisis 

kesenjangan

Penyusunan aturan mutasi 

masuk dan keluar

Peningkatan pelayanan 

publik

Ikut serta dalam diklat terkait 

pelayanan publik

Pelaksanaan sosialisasi terkait 

pelayanan kepegawaian 

sesuai peraturan perundang-

undangan

Pelaksanaan sharing 

knowledge  internal pegawai
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3.3  PROGRAM DAN KEGIATAN  

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu 

untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu dan beberapa instansi 

pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna 

mencapai sasaran tertentu. 

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota 

Bontang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga teknis 

daerah yang melaksanakan pengelolaan kepegawaian daerah dan membantu 

Walikota Bontang dalam menyusun dan merumuskan kebijakan teknis di 

bidang kepegawaian daerah dituntut untuk menghasilkan sumber daya 

aparatur yang berkualitas terutama Pegawai Negeri Sipil Daerah. 

Berdasarkan RKPD Kota Bontang Tahun 2022, maka program dan 

kegiatan yang dirancang oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber 

Daya Manusia di Tahun 2022 adalah sebagai berikut : 

 

Program Utama 

1. Program Kepegawaian Daerah  

a. Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN  

 Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk 

Pelaksanaan Pengadaan ASN 

 Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK 

 Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian 

 Fasilitasi Lembaga Profesi ASN 

 Pengelolaan Data Kepegawaian 

b. Mutasi dan Promosi ASN  

 Pengelolaan Mutasi ASN 

 Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN 

 Pengelolaan Promosi ASN 

c. Pengembangan Kompetensi ASN 

 Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN 

 Pembinaan Jabatan Fungsional ASN 

d. Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur  

 Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur 

 Evalusi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur 

 Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai 
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 Pembinaan Disiplin ASN 

 Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN 

 
2. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia  

a. Pengembangan Kompetensi Teknis  

 Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, 

dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan 

Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang dan Urusan 

Pemerintahan Umum 

b. Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan 

Fungsional  

 Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan 

Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan 

Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan 

Kerjasama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, 

Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan 

 

Program Penunjang  

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 

a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 

 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 

b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 

 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 

c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 

 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 

 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas Fungsi 

 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 

d. Administrasi Umum Perangkkat Daerah 

 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 

 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 

 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 

 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 

e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 

 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 

 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau 

Bangunan Lainnya 
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f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 

 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 

 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 

 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 

g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan 

Daerah 

 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan 

Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 

 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 

 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 

 

Uraian      kegiatan    dari   masing – masing   program   dapat     dilihat    pada 

tabel dibawah ini: 
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PEMERINTAH KOTA BONTANG 

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN 2022 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2023 

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA BONTANG 
 

 

5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

5 3 KEPEGAWAIAN 13,924,208,593 14,538,790,000

5 3 1
PROGRAM PENUNJANG URUSAN 

PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Persentase pemenuhan layanan 

penunjang urusan pemerintahan 

daerah 

100% 10,684,083,593 10,955,000,000

5 3 1 2:01
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi 

Kinerja Perangkat Daerah
17,510,000 19,000,000

5 3 1 2:01 1
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat 

Daerah

 Kota Bontang, Semua 

Kecamatan, Semua 

Kelurahan

Jumlah dokumen 1 dokumen 17,510,000 19,000,000

Badan Kepegawaian dan 

Pengembangan Sumber Daya 

Manusia

5 3 1 2:02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 8,672,622,065 9,000,000,000

5 3 1 2:02 1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

 Kota Bontang, Semua 

Kecamatan, Semua 

Kelurahan

Jumlah ASN yang menerima gaji 

dan tunjangan
46 orang 8,672,622,065 9,000,000,000

Badan Kepegawaian dan 

Pengembangan Sumber Daya 

Manusia

5 3 1 2:05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 562,469,000 375,000,000

5 3 1 2:05 2
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut 

Kelengkapannya

Kota Bontang, Semua 

Kecamatan, Semua 

Kelurahan

Jumlah pakaian dinas beserta 

perlengkapannya
104 stel 100,000,000 150,000,000

Badan Kepegawaian dan 

Pengembangan Sumber Daya 

Manusia

5 3 1 2:05 9
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan 

Tugas dan Fungsi

Kota Bontang, Semua 

Kecamatan, Semua 

Kelurahan

Jumlah kursus 

singkat/pelatihan/sosialisasi/bimtek 

yang diikuti sesuai tupoksi

69 kali 314,000,000 70,000,000

Badan Kepegawaian dan 

Pengembangan Sumber Daya 

Manusia

5 3 1 2:05 10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan

Kota Bontang, Semua 

Kecamatan, Semua 

Kelurahan

Jumlah pelaksanaan kegiatan 1 kali 148,469,000 155,000,000

Badan Kepegawaian dan 

Pengembangan Sumber Daya 

Manusia

Prakiraan Maju Rencana 
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5 3 1 2:06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 697,613,298 745,000,000

5 3 1 2:06 2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Kota Bontang, Semua 

Kecamatan, Semua 

Kelurahan

Jumlah jenis alat tulis kantor yang 

dibutuhkan
10 jenis 146,354,306 155,000,000

Badan Kepegawaian dan 

Pengembangan Sumber Daya 

Manusia

5 3 1 2:06 4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Kota Bontang, Semua 

Kecamatan, Semua 

Kelurahan

Jumlah jenis bahan logistik kantor 

yang dibutuhkan
10 jenis 120,000,000 130,000,000

Badan Kepegawaian dan 

Pengembangan Sumber Daya 

Manusia

Jumlah kotak nasi 1050 kotak

Jumlah kotak snack 2180 kotak

Jumlah porsi makan minum tamu 80 porsi

5 3 1 2:06 5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Kota Bontang, Semua 

Kecamatan, Semua 

Kelurahan

Jumlah jenis barang cetakan & 

penggandaan yang dibutuhkan
10 jenis 107,082,992 110,000,000

Badan Kepegawaian dan 

Pengembangan Sumber Daya 

Manusia

5 3 1 2:06 9
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan 

Konsultasi SKPD

Kota Bontang, Semua 

Kecamatan, Semua 

Kelurahan

Jumlah perjalanan dinas yang 

dilakukan
69 OH 324,176,000 350,000,000

Badan Kepegawaian dan 

Pengembangan Sumber Daya 

Manusia

5 3 1 2:07
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang 

Urusan Pemerintah Daerah
36,850,542 42,000,000

5 3 1 2:07 6 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Kota Bontang, Semua 

Kecamatan, Semua 

Kelurahan

Jumlah jenis peralatan gedung 

kantor yang diadakan
3 jenis 35,719,005 40,000,000

Badan Kepegawaian dan 

Pengembangan Sumber Daya 

Manusia

5 3 1 2:07 11
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung 

Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Kota Bontang, Semua 

Kecamatan, Semua 

Kelurahan

Jumlah jenis perlengkapan gedung 

kantor yang diadakan
1 jenis 1,131,537 2,000,000

Badan Kepegawaian dan 

Pengembangan Sumber Daya 

Manusia

5 3 1 2:08
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah
332,434,288 369,000,000

5 3 1 2:08 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Kota Bontang, Semua 

Kecamatan, Semua 

Kelurahan

Jumlah materai yang tersedia 600 lembar 8,250,000 9,000,000

Badan Kepegawaian dan 

Pengembangan Sumber Daya 

Manusia

Jumlah surat yang dikirim 70 surat

5 3 1 2:08 2
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air 

dan Listrik

Kota Bontang, Semua 

Kecamatan, Semua 

Kelurahan

Pemenuhan layanan komunikasi 

kantor
12 bulan 108,000,000 110,000,000

Badan Kepegawaian dan 

Pengembangan Sumber Daya 

Manusia

Prakiraan Maju Rencana 
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5 3 1 2:08 4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Kota Bontang, Semua 

Kecamatan, Semua 

Kelurahan

Jumlah Tenaga Kontrak Daerah 7 orang 216,184,288 250,000,000

Badan Kepegawaian dan 

Pengembangan Sumber Daya 

Manusia

5 3 1 2:09
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang 

Urusan Pemerintahan Daerah
364,584,400 405,000,000

5 3 1 2:09 2

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya 

Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan 

Dinas Operasional atau Lapangan

 Kota Bontang, Semua 

Kecamatan, Semua 

Kelurahan

Jumlah kendaraan 

dinas/operasional yang dilakukan 

pemeliharaan (Roda Dua)

12 unit 221,584,400 250,000,000

Badan Kepegawaian dan 

Pengembangan Sumber Daya 

Manusia

Jumlah kendaraan 

dinas/operasional yang dilakukan 

pemeliharaan (Roda Empat)

5 unit

Jumlah perizinan kendaraan 

dinas/operasional (Roda Dua)
12 unit

Jumlah perizinan kendaraan 

dinas/operasional (Roda Empat)
5 unit

5 3 1 2:09 6 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Kota Bontang, Semua 

Kecamatan, Semua 

Kelurahan

Jumlah jenis pemeliharaan 

peralatan gedung kantor
11 jenis 140,000,000 150,000,000

Badan Kepegawaian dan 

Pengembangan Sumber Daya 

Manusia

5 3 1 2:09 9
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan 

Bangunan Lainnya

Kota Bontang, Semua 

Kecamatan, Semua 

Kelurahan

Jumlah jenis pemeliharaan gedung 

kantor
2 jenis 3,000,000 5,000,000

Badan Kepegawaian dan 

Pengembangan Sumber Daya 

Manusia

5 3 2 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH

Indeks Dimensi Kualifikasi, Indeks 

Dimensi Kinerja, Indeks Dimensi 

Disiplin

15, 25, 4 3,240,125,000 3,583,790,000

5 3 2 2:01
Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi 

Kepegawaian ASN
829,935,000 865,000,000

5 3 2 2:01 2

Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan 

Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan 

ASN

Kota Bontang, Semua 

Kecamatan, Semua 

Kelurahan

Jumlah dokumen penyusunan 

kebutuhan pegawai
1 dokumen 20,000,000 22,000,000

Badan Kepegawaian dan 

Pengembangan Sumber Daya 

Manusia

5 3 2 2:01 3
Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan 

PPPK

Kota Bontang, Semua 

Kecamatan, Semua 

Kelurahan

Jumlah peserta seleksi penerimaan 

CASN
2000 peserta 650,000,000 670,000,000

Badan Kepegawaian dan 

Pengembangan Sumber Daya 

Manusia

Prakiraan Maju Rencana 
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5 3 2 2:01 6
Koordinasi Pelaksanaan Administrasi 

Pemberhentian

Kota Bontang, Semua 

Kecamatan, Semua 

Kelurahan

Jumlah usulan berkas 

pemberhentian pegawai
61 berkas 45,000,000 48,000,000

Badan Kepegawaian dan 

Pengembangan Sumber Daya 

Manusia

5 3 2 2:01 8 Fasilitasi Lembaga Profesi ASN

Kota Bontang, Semua 

Kecamatan, Semua 

Kelurahan

Jumlah peserta dalam perayaan 

HUT Kopri
500 orang 21,025,000 25,000,000

Badan Kepegawaian dan 

Pengembangan Sumber Daya 

Manusia

5 3 2 2:01 11 Pengelolaan Data Kepegawaian

Kota Bontang, Semua 

Kecamatan, Semua 

Kelurahan

Jumlah data 2000 data 93,910,000 100,000,000

Badan Kepegawaian dan 

Pengembangan Sumber Daya 

Manusia

5 3 2 2:02 Mutasi dan Promosi ASN 810,400,000 1,121,000,000

5 3 2 2:02 1 Pengelolaan Mutasi ASN

Kota Bontang, Semua 

Kecamatan, Semua 

Kelurahan

Jumlah berkas usulan mutasi 10 berkas 10,400,000 11,000,000

Badan Kepegawaian dan 

Pengembangan Sumber Daya 

Manusia

5 3 2 2:02 2 Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN

Kota Bontang, Semua 

Kecamatan, Semua 

Kelurahan

Jumlah usulan berkas kenaikan 

pangkat
467 berkas 200,000,000 210,000,000

Badan Kepegawaian dan 

Pengembangan Sumber Daya 

Manusia

5 3 2 2:02 3 Pengelolaan Promosi ASN

Kota Bontang, Semua 

Kecamatan, Semua 

Kelurahan

Jumlah pegawai yang mengikuti 

seleksi JPT
10 orang 600,000,000 900,000,000

Badan Kepegawaian dan 

Pengembangan Sumber Daya 

Manusia

Jumlah peserta yang mengikuti 

penilaian kompetensi
40 orang

5 3 2 2:03 Pengembangan Kompetensi ASN 1,155,290,000 1,125,290,000

5 3 2 2:03 4 Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN

Kota Bontang, Semua 

Kecamatan, Semua 

Kelurahan

Jumlah PNS yang mengikuti 

program pendidikan lanjutan
12 orang 1,110,290,000 1,120,290,000

Badan Kepegawaian dan 

Pengembangan Sumber Daya 

Manusia

5 3 2 2:03 13 Pembinaan Jabatan Fungsional ASN

Kota Bontang, Semua 

Kecamatan, Semua 

Kelurahan

Jumlah jabfung dibina 5 orang 45,000,000 5,000,000

Badan Kepegawaian dan 

Pengembangan Sumber Daya 

Manusia

5 3 2 2:04 Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur 444,500,000 472,500,000

5 3 2 2:04 2
Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja 

Aparatur

Kota Bontang, Semua 

Kecamatan, Semua 

Kelurahan

Jumlah berkas Penilaian Kerja 

Pegawai yang di evaluasi dan 

terinput ke dalam aplikasi

2853 berkas 177,000,000 187,000,000

Badan Kepegawaian dan 

Pengembangan Sumber Daya 

Manusia

Prakiraan Maju Rencana 
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5 3 2 2:04 3
Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja 

Aparatur

Kota Bontang, Semua 

Kecamatan, Semua 

Kelurahan

Jumlah dokumen evaluasi 4 dokumen 230,000,000 240,000,000

Badan Kepegawaian dan 

Pengembangan Sumber Daya 

Manusia

5 3 2 2:04 4
Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi 

Pegawai

Kota Bontang, Semua 

Kecamatan, Semua 

Kelurahan

Jumlah PNS yang menerima 

penghargaan SLKS
200 PNS 6,000,000 7,000,000

Badan Kepegawaian dan 

Pengembangan Sumber Daya 

Manusia

5 3 2 2:04 7 Pembinaan Disiplin ASN

Kota Bontang, Semua 

Kecamatan, Semua 

Kelurahan

Jumlah kegiatan 2 kali 19,000,000 25,000,000

Badan Kepegawaian dan 

Pengembangan Sumber Daya 

Manusia

5 3 2 2:04 8
Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin 

ASN

Kota Bontang, Semua 

Kecamatan, Semua 

Kelurahan

Jumlah kasus 15 kasus 12,500,000 13,500,000

Badan Kepegawaian dan 

Pengembangan Sumber Daya 

Manusia

5 4 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 2,775,791,407 4,330,000,000

5 4 2
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA 

MANUSIA
Indeks Dimensi Kompetensi 32 2,775,791,407 4,330,000,000

5 4 2 2:01 Pengembangan Kompetensi Teknis 250,000,000 280,000,000

5 4 2 2:01 3

Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi 

Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan 

Administrasi Penyelenggara Urusan 

Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah 

Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum

 Kota Bontang, Semua 

Kecamatan, Semua 

Kelurahan

Jumlah peserta diklat 180 orang 250,000,000 280,000,000

Badan Kepegawaian dan 

Pengembangan Sumber Daya 

Manusia

5 4 2 2:02
Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan 

Kompetensi Manajerial dan Fungsional
2,525,791,407 4,050,000,000

5 4 2 2:02 8

Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, 

Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan 

Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan 

Kelembagaan dan Tenaga Pengembang 

Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan 

Kerjasama, serta Pengembangan Kompetensi 

Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, 

Kepemimpinan, dan Prajabatan

 Kota Bontang, Semua 

Kecamatan, Semua 

Kelurahan

Jumlah peserta diklat 125 orang 2,525,791,407 4,050,000,000

Badan Kepegawaian dan 

Pengembangan Sumber Daya 

Manusia

16,700,000,000 18,868,790,000

Prakiraan Maju Rencana 
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BAB IV 

P E N U T U P 

 

Dalam Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia tahun 

2022 tidak semua program dan kegiatan Rencana Strategik dapat ditampung. Program 

dan kegiatan diprioritaskan pada kebutuhan yang mendesak untuk dilaksanakan. 

Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota 

Bontang selain menjadi dasar pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2022 berfungsi pula 

sebagai sarana peningkatan kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya 

Manusia Kota Bontang. Dengan adanya RENJA ini diharapkan agar dapat melaksanakan 

tugas secara terarah, bertahap dan berkesinambungan dengan tetap mengadakan 

koordinasi dengan instansi terkait dan untuk mengantisipasi tuntutan masyarakat akan 

pelayanan yang bersifat cepat, akurat, transparan dan adil. 

Rencana Kerja ini disusun dengan usaha maksimal dengan mempertimbangkan 

kebutuhan yang bersifat strategis, dalam pelaksanaannya kritik dan saran yang 

membangun dibutuhkan sebagai bahan penyusunan dan penyempurnaan Rencana Kerja 

tahun berikutnya.


